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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
 
alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
 
ba 
 
b 
 
be 
Ta t te 
sa ṡ  es (dengan titik di  atas) 
jim 
j je 
ha 
ḥ  ha (dengan titk di bawah) 
kha 
kh Ka dan ha 
dal d de 
zal ż zet (dengan titik di atas) 
Ra r er 
zai z zet 
sin s es 
syin sy Es dan ye 
xi 
 
 
sad ṣ  es (dengan titik di 
bawah) 
dad ḍ  de (dengan titik di 
bawah) 
Ta ṭ  te (dengan titik di bawah) 
za ẓ  zet (dengan titk di 
bawah)  
„ain „ Apostrof terbalik 
gain g ge 
fa f ef 
qaf q qi 
kaf k ka 
lam l el 
mim m em 
nun n en 
wau w we 
ha h ha 
hamzah , apostof 
ya y ye 
xii 
 
 
Hamzah ( ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda    ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong danvokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َا 
fatḥ ah a a 
ِا 
kasrah I i 
ُا 
ḍ ammah U u 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin 
Nama 
َى 
 
fatḥ ah dan yā‟ 
 
ai 
 
a dan i 
 
ْوَى 
 
fatḥ ah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
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3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
HarkatdanHuruf 
 
Nama 
 
HurufdanTanda 
 
Nama 
 
..... | َاَى.  
fatḥ ah dan alif 
atau yā‟ 
ā 
a dan garis di 
atas 
ى Kasrah dan yā‟ i 
i dan garis di 
atas 
وى 
ḍ ammah dan 
wau 
ū 
u dan garis di 
atas 
 
4. Tā‟ Marbūṭ ah 
Transliterasi untuk tā’marbūṭ ah ada dua, yaitu: tā’marbūṭ ah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥ ah, kasrah, dan ḍ ammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’marbūṭ ah yang mati atau mendapat harkat 
sukun transliterasiny aadalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’marbūṭ ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’marbūṭ ah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda  tasydid ()ّ, dalam transliterasinya ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah , maka ia ditranslitersikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop     ) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalamBahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an 
(darial-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari saturangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
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9. Lafẓ  al-Jalālah(للها) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍ āfilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’marbūṭ ahdi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ  al-
Jalālah ditransliterasi denganhuruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
namadari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan hurufkapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
Nama  : Suriyana 
NIM    : 10100113018 
Judul : Pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang 
Kabupaten Wajo dalam Perspektif Hukum Islam 
 
 Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Baitul Maal 
wat Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang dalam perspektif hukum Islam. 
Selanjutnya ada beberapa sub masalah yang diangkat sebagai berikut: 1) 
Bagaimana pengelolaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang?, 2) 
Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan Baitul Maal wat Tamwil 
(BMT) As’adiyah Sengkang? 
 Jenis penelitian ini tergolong penelitian field research kualitatif deskriptif 
dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Adapun sumber 
data penelitian ini adalah Kantor Pusat BMT As’adiyah, Manajer BMT As’adiyah 
Sengkang dan beberapa pengelola BMT As’adiyah Sengkang. Selanjutnya, 
Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan  
dokumentasi, serta penulusuran referensi. Lalu teknik pengolahan data dilakukan 
dengan melalui empat tahapan, yaitu: reduksi data, display data, analisis 
perbandingan, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan di BMT As’adiyah 
Sengkang berdasarkan produk yang ada di BMT As’adiyah terbagi menjadi dua 
yaitu pengelolaan produk tabungan dan pengelolaan produk pembiayaan. 
Pengelolaan dalam produk tabungan di BMT As’adiyah Sengkang menggunakan 
sistem bagi hasil dan sudah sesuai dengan syariat hukum Islam. Sedangkan 
pengelolaan dalam produk pembiayaan ialah karena di BMT As’adiyah Sengkang 
99% menggunakan akad murabahah sehingga dalam pengelolaannya BMT 
As’adiyah Sengkang menggunakan sistem penetapan harga, dimana pihak BMT 
menetapkan harga dan keuntungan yang diperoleh. Dalam penerapan akad 
murabahah yang terjadi di BMT As’adiyah Sengkang menggunakan akad wakalah 
sebagai akad pelengkapnya juga sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah 
ada aturan yang mengaturnya baik itu dalam Al-quran, sunnah, ijma, kompilasi 
hukum ekonomi syariah, maupun fatwa DSN. 
Adapun implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Pihak BMT As’adiyah 
Sengkang seharusnya dapat menggunakan akad sesuai dengan tujuannya. Jika ada 
anggota/nasabah ingin membeli barang namun tidak mampu membelinya maka 
dapat menggunakan akad murabahah. Begitu pula jika ada anggota/nasabah yang 
mengajukan dana untuk pembiayaan usahanya maka dapat menggunakan akad 
mudharabah atau musyarakah. 2) Pihak BMT As’adiyah Sengkang harusnya  
lebih komunitaf dan transparan dalam memberikan informasi tentang semua jenis 
akad yang akan dilakukan oleh anggota/nasabah sebelum melanjutkan akad. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Era modern dimana manusia saat ini ditandai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (iptek) secara pesat. Alat-alat transportasi dan sarana-
sarana hidup yang bersifat digital bermunculan silih berganti dengan bentuknya 
yang canggih dan spektakuler. Perkembangan iptek tersebut juga memunculkan 
perubahan dan pergeseran dalam pola-pola hidup manusia dari sebelumnya yang 
biasa disebut dengan tradisional menjadi pola kehidupan yang modern. Peralihan 
menuju peradaban modern tentu saja banyak memberikan hal-hal yang positif. 
Namun disisi lain, peradaban modern tentu juga tidak hanya memberikan hal-hal 
yang positif melainkan juga, membawa akses-akses negatif. Dalam kondisi seperti 
ini, setiap orang dengan begitu mudah mengikuti arus yang sedang berkembang di 
tengah masyarakat dalam segala hal.  
 Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara semakin meningkat 
pula kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan pendanaan untuk membiayai 
proyek pembangunan, namun dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat 
terbatas, sehingga untuk menutupi kebutuhan tersebut pemerintah menggandeng 
dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan aktif dalam membiayai 
pembangunan potensi ekonomi bangsa. Pihak swasta baik individual maupun 
kelembagaan memiliki pendanaan terbatas untuk memenuhi operasional dan 
pengembangan usahanya. Terbatasnya kemampuan financial lembaga Negara dan 
swasta tersebut, maka perbankan nasional memegang peran penting dan strategis
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dalam kaitannya dengan persediaan permodalan pengembangan sector produktif. 
Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah 
menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana tersebut dapat 
memenuhi kebutuhan dan pembiayaan yang tidak disediakan dari lembaga yang 
sebelumnya. 
 Dengan penduduk Indonesia yang jumlahnya begitu banyak, dan melihat 
kenyataan yang ada di lapangan bahwa lapisan masyarakat menengah ke bawah 
masih didominasi oleh golongan kecil dan lemah yang bermata pencarian sebagai 
para usaha kecil, lebih-lebih bangsa Indonesia telah mengalami krisis moneter 
yang melanda beberapa tahun yang silam yang sampai saat ini masih terpuruk 
sehingga berdampak pada perkonomian Indonesia. 
Di Indonesia sendiri lembaga perbankan mengalami kemajuan dan 
perkembangan yang meningkat, bukan hanya pada Bank konvensional akan tetapi 
Bank syariah juga berkembang dengan baik. Berkembangnya Bank syariah 
dikarenakan penduduk Indonesia yang didominasi oleh umat Islam sehingga 
masyarakat mendambakan lembaga keuangan yang bukan hanya financial semata 
melainkan bank dari segi moralitas, hal tersebut tercermin pada Bank syariah yang 
tidak menggunakan prinsip bunga (riba) dalam operasionalnya melainkan dengan 
sistem bagi hasil dari suatu usaha. 
 Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank syariah dalam 
menjalankan operasional dan produknya harus berlandaskan pada Al-qur’an dan 
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Hadis atau syariat Islam. Di sini dapat dilihat sesungguhnya Bank syariah bukan 
hanya mementingkan dunia semata melainkan juga akhirat. 
 Saat ini bukan hanya lembaga keuangan syariah berskala besar yang 
mampu berkembang seperti Bank syariah namun lembaga keuangan syariah 
berskala kecil pun mulai menunjukkan perkembangannya. Di Indonesia sendiri 
setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk 
mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Namun, operasionalisasi BMI 
kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, sehingga muncul 
usaha untuk mendirikan Bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Baitul Maal 
wat Tamwil (BMT) yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah. 
 BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah 
nonperbankan yang sifatnya informal, yang merupakan balai usaha mandiri 
terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan 
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 
kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong 
kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu 
BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya 
sesuai dengan peraturan dan amanatnya. 
 Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi 
utama yaitu, sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, 
infak, dan sedekah, serta dapat pula bersifat produktif sebagaimana layaknya 
Bank. Fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga 
4 
 
keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga 
keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang 
memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada 
masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan 
sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti 
mengelolah kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.
1
   
Meskipun lahirnya BMT di Indonesia cukup menggembirakan, bukan 
berarti tidak ada kendala dalam pengembangannya, banyak masalah penting yang 
perlu segera dicarikan solusinya terutama terkait dengan implementasi sistem 
pembukuan syariah dalam operasional BMT yang belum maksimal sehingga perlu 
terus dievaluasi untuk siap diperbaiki sewaktu-waktu, keadaan ini di sebabkan 
karena prinsip-prinsip  syariah yang menjadi frame of referenca dalam 
operasional BMT belum  sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar 
pengelola BMT itu sendiri.
2
 
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa BMT sebagai salah satu lembaga 
keuangan syariah dalam pengelolaannya otomatis sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah, namun tidak menutup kemungkinan sebagai lembaga keuangan syariah 
dalam pengelolaannya juga bisa saja tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 
pada umumnya.  
                                                 
1
 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 
2010), h. 452. 
2
 Rahmawati Muin,  Lembaga Keuangan Syariah (Bank dan Nonbank) (Cet. 1; Makassar: 
Alauddin University Press, 2014), h. 140 
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Bedasarkan uraian diatas, maka timbul keinginan penulis untuk mengkaji 
lebih dalam tentang Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga 
keuangan  mikro dan bagaimana pengelolaanya ditinjau dari perspektif hukum 
Islam, sehingga mengangkat judul yaitu : “Pengelolaan Baitul Maal wat Tamwil 
(BMT) As’adiyah Sengkang kabupaten Wajo dalam Perspektif Hukum Islam”. 
B. Rumusan Masalah 
Bedasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan di atas maka 
pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu berkaitan dengan 
“Bagaimana Pengelolaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang 
kabupaten Wajo dalam perspektif hukum Islam”. Agar masalah tersebut dapat 
dipahami dengan mudah dan jelas, maka penyusun membagi dalam sub masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengelolaan BMT As’adiyah Sengkang kabupaten Wajo? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan BMT 
As’adiyah Sengkang kabupaten Wajo? 
 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 Agar tidak ada kesalahpahaman dalam memahami maksud judul skripsi 
ini, maka ada beberapa kata yang perlu diberi penjelasan sebagai berikut: 
 “Pengelolaan BMT As’adiyah Sengkang kabupaten Wajo dalam perspektif 
hukum Islam.”  
1. Pengelolaan 
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Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha proses yang 
dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam 
mencapai tujuan tertentu. 
2. Baitul Maal wat Tamwil 
Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi 
berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai dengan namanya terdiri dari dua 
fungsi utama yaitu : 
a. Baitul mal (rumah harta), artinya menerima titipan zakat, infak, dan 
sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan 
amanahnya. 
b. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), artinya melakukan kegiatan 
pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 
kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan cara mendorong 
kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
3
 
3. As’adiyah 
Sebuah lembaga pendidikan Islam swasta terbesar di Sulawesi yang 
bergerak di bidang pendidikan dan dakwah Islam. 
4. Perspektif 
Perspektif adalah pandangan atau paradigma sesuatu terhadap sesuatu 
yang lain. 
 
 
                                                 
3
 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 451. 
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5.  Hukum Islam 
Hukum Islam (Indonesia) adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-
ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-qur’an dan hadis. 
Artinya, hukum Islam merupakan produk Indonesia.
4
 
 Penelitian ini dilakukan di kota Sengkang kabupaten Wajo dan 
berdasarkan deskripsi fokus penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa fokus 
penelitian ini berfokus pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang 
kabupaten Wajo dan bagaimana pengelolaanya dalam perspektif hukum Islam. 
D. Kajian Pustaka 
Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literature-literatur yang 
berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa hasil 
penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan Baitul Maal Wat Tamwil 
dan pengelolaannya diantaranya: 
 Muhammad Ridwan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Baitul 
Maal wat Tamwil (BMT) tahun 2004, dalam buku ini menjelaskan tentang 
bagaimana manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan bagaimana landasan 
filosofis Baitul Maal wat Tamwil (BMT) secara umum. Adapun perbedaan dari 
peneliti sebelumnya dengan yang diteliti oleh penulis yakni, pada wilayah 
penelitian serta tujuan penelitiannya dimana penulis lebih mengspesifikkan 
penelitian ini pada BMT As’adiyah Sengkang dan bagaimana pengelolaan BMT 
tersebut kemudian ditinjau dari hukum Islam.  
                                                 
4
Drs. Supardin, Materi Hukum Islam (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 
2011), h. 23. 
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Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum., dalam bukunya yang 
berjudul Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 
Agama) tahun 2012. Di dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana sejarah 
BMT dan bagaimana kegiatan BMT secara umum. Sedangkan penulis dalam 
penelitiannya menekankan bagaimana ajaran pengelolaan kegiatan/produk BMT 
As’adiyah Sengkang, sehingga mampu bersaing dengan lembaga-lembaga 
keuangan lainnya di Sengkang Kabupaten Wajo.  
 Andri Soemitra, M.A., dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga 
Keuangan Syariah tahun 2010, dalam buku ini membahas tentang pengertian dan 
profil Baitul Maal wat Tamwil (BMT) secara umum. 
 Rahmawati Muin, S. Ag., M. Ag., dalam bukunya yang berjudul Lembaga 
Keuangan Syariah Bank dan NonBank, tahun 2014. Di dalam buku ini 
menjelaskan tentang kegiatan dan permodalan BMT sebagaimana dijelaskan 
bahwa sumber dana BMT berasal dari anggota dan masyarakat calon anggota baik 
dalam bentuk simpanan, deposito,  maupun bentuk-bentuk uang yang lain, 
kemudian sumber dana tersebut digunakan oleh BMT untul membiayai 
operasional rutin. 
 Prof. Dr. H. Minhajuddin, MA, dalam bukunya yang berjudul Hikmah dan 
Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam tahun 2011, di dalam buku ini membahas 
tentang bagaimana hidup bermuamalah yang baik dan benar, menurut Muhammad 
Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid: “Muamalah adalah peraturan-peraturan 
Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga 
kepentingan manusia”. Sedangkan menurut Rasyid Ridha muamalah adalah tukar-
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menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah 
ditentukan. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Khotibul Umam pada tahun 2016 yang 
berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Murabahah di BMT Binamas 
Porworejo”, adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa akad murabahah 
yang ada di BMT Binamas Porworejo telah memenuhi asas dan rukun akad dalam 
murabahah. Pembiayaan murabahah yang menggunakan akad wakalah pada satu 
kasus yang diperoleh di lapangan, pelaksanaan dengan menyerahkan pengadaan 
barang kepada mitra terjadi penyimpangan. Hal ini yang menyebabkan tidak 
sempurna dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam akad murabahah. 
Namun, menurut pendapat ulama Hanafi bahwa permasalahan tersebut 
dikategorikan dalam akad yang fasid bukan batal. Karena secara syar’I akad 
tersebut telah terbentuk hanya saja terdapat salah satu syarat keabsahan yang 
rusak. 
 Antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dan penelitian yang telah 
dilakukan oleh Khotibul Umam, hampir memiliki titik kesamaan namun, ada sisi 
yang membedakan penelitian ini, yaitu mengenai waktu dan lokasi penelitian 
karena, setiap tempat dan waktu tantu akan mengakibatkan perubahan hukum atau 
persoalan yang berbeda. Dari penelitian tersebut peneliti akan menambahkan 
wacana baru mengenai wakalah kepada bukan kepada nasabah melainkan wakalah 
kepada pihak lain/keluarga atau teman. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk:  
1) Mengetahui pengelolaan BMT As’adiyah Sengkang kabupaten Wajo. 
2) Mengetahui pengelolaan BMT As’adiyah Sengkang kabupaten Wajo 
dalam perspektif hukum Islam. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kegunaan Ilmiah 
 Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
pemikiran dan masukan bagi pengembangan khasanah keilmuan. 
2. Kegunaan Praktis 
 Sebagai bahan informasi dan bahan masukan bagi pemerintah dalam usaha 
penyempurnaan pola pembinaan pedagang kecil melalui pembiayaan, khususnya 
pembiayaan dari BMT. Penelitian ini juga diharapkan pula dapat memberi 
implikasi bagi peningkatan kualitas kinerja BMT sebagai lembaga keuangan 
.mikro, khususnya BMT As’adiyah Sengkang kabupaten Wajo.
11 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Umum Baitul Maal wat Tamwil 
1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil 
BMT adalah kependekan  kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau  Baitul 
maal wat tamwil yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang 
beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah
1
 dan sebagai lembaga keuangan 
non-pemerintah.
2
  
Secara harfiah atau lughowi baitul mal berarti rumah dana dan baitul 
tamwil berarti rumah usaha.
3
 Lembaga ini merupakan gabungan dari dua fungsi, 
yaitu baitul mal atau rumah dana serta baitul tamwil atau rumah usaha.
4
 
Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, baitul mal adalah lembaga keuangan 
Negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang Negara 
sesuai dengan aturan syariat.
5
 Sementara menurut Suhrawardi K. Lubis, baitul mal 
dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk 
mengurusi kekayaan Negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal 
                                                 
1
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 451. 
 
2
Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2010), h. 143. 
 
3
Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Cet. 1; Yogyakarta: UII 
Press, 2004), h. 126. 
 
4
Rahmawati Muin, Lembaga Keuangan Syariah (Bank dan Nonbank), h. 131.  
 
5
Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 
Agama) (Cet. 1; Jakarta: Prenademedia Group, 2012), h. 353. 
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pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah 
pengeluaran dan lain-lain.
6
 
Menurut Arief Budiharjo, BMT adalah kelompok swadaya masyarakat 
yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan 
sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah 
dalam pengentasan kemiskinan.
7
 
Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Azis, bahwa BMT adalah balai 
usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep baitul maal wat tamwil . 
Dari segi baitul mal, BMT menerima titipan bazis dari dana zakat dan sedekah 
kemudian dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, dan miskin. 
Pada aspek baitul tamwil, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk 
meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.
8
 
Dari pengertian diatas dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh 
bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga beperan social.
9
 Peran sosial 
BMT akan terlihat dari definisi baitul mal, sedangkan bisnis terlihat dari definisi 
baitul tamwil. Sebagai lembaga sosial, baitul mal memiliki kesamaan fungsi dan 
peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya baitul mal ini harus 
didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. 
Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infak, 
                                                 
6
Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 
Agama), h. 353. 
7
Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 
Agama), h. 354. 
 
8
Rahmawati Muin, Lembaga Keuangan Syariah (Bank dan Nonbank), h. 131. 
9
Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, h. 126. 
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sedekah, wakaf, dan sumber dana-dana sosial lain, serta upaya pensyarufan zakat 
kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah.
10
 
Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada 
sektor keuangan yakni, simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni 
menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya 
kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka 
luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun 
sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank, 
karena BMT bukan bank maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.
11
 
2. Sejarah Baitul Maal wat Tamwil 
Baitul Mal sesungguhnya sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. ketika 
itu Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak (al-jihat) yang 
menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun 
pengeluaran. Saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk 
menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum terlalu banyak, 
kalaupun ada hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta 
dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Dengan kata lain, saat itu belum 
ada atau belum banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau 
arsip tertentu bagi pengelolaannya.
12
 
                                                 
10
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, h. 126. 
11
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, h. 126. 
 
12
 Naf‟an, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 
223. 
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Ketika Rasulullah wafat maka kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar 
ash-Shiddiq. Pada masa Abu Bakar ash-Shiddiq, keadaan Baitul Mal masih 
berlangsung seperti itu ditahun pertama kekhalifahannya. Kemudian pada tahun 
kedua kekhalifahannya, Abu Bakar merintis embrio Baitul Mal dalam arti yang 
lebih luas. Baitul Mal bukan sekedar berarti pihak (al-jihat) yang menangani harta 
umat, namun juga berarti suatu tempat (al-makan) untuk menyimpan harta 
Negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus dirumahnya berupa karung atau 
kantung (ghirarah) untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal 
tersebut berlangsung sampai kewafatan beliau pada tahun 13 H/634 M.
13
 
Setelah Abu Bakar wafat ash-Shiddiq wafat kekhalifahan dilanjutkan oleh 
Umar bin Khaththab, pada masa itu semakin banyak harta yang masuk ke 
Madinah, oleh karena itu Umar lalu membangun sebuah rumah khusus untuk 
menyimpan harta, membentuk diwan-diwannya, mengangkat para penulisnya, 
menetapkan gaji-gaji dari harta Baitul Mal, serta membangun angkatan perang. 
Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan. Namun, 
karena pengaruh yang besar dari keluarganya, tindakan Utsman banyak 
mendapatan protes dari umat mengenai pengelolaan Baitul Mal. Utsman telah 
mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada 
enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Itulah sebab rakyat 
memprotesnya.  Setelah Utsman wafat, masa kepemimpinan dilanjutkan oleh Ali 
                                                 
 
13
 Naf‟an, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah, h. 224. 
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bin Abi Thalib. Pada masa itu kondisi Baitul Mal tempatkan kembali pada posisi 
yang sebelumnya namun, Ali tidak seperti Utsman.
14
 
Ketika dunia Islam di bawah kepemimpinan Bani Umayyah, kondisi 
Baitul Mal berubah. Baitul Mal yang sebelumnya dikelola dengan penuh kehati-
hatian sebagai amanat Allah swt dan amanat rakyat, maka pada masa itu Baitul 
Mal berada sepenuhnya dibawah kekuasaan Bani Umayyah tanpa dapat 
dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Namun Baitul Mal kembali eksis setelah 
kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz karena, berupaya membersihkan Baitul Mal 
dari pemasukan harta yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada 
yang berhak menerimanya.
15
   
 Kemudian, istilah BMT terdengar pada awal tahun 1992. Istilah ini muncul 
dari prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan BMT Bina Insan 
Kamil di jalan Pramuka Sari II Jakarta. Setelah itu, muncul pelatihan-pelatihan 
BMT yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil 
(P3UK), dimana tokoh-tokoh P3UK adalah para pendiri BMT Insan Kamil.
16
 
Dasar hukum dari keberadaan lembaga ini secara normatif adalah adanya 
anjuran kepada umat Islam agar berusaha dan bermu‟amalah dengan baik, 
dipertegas di dalam QS. Al-Baqarah / 2 : 282.
17
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 Naf‟an, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah, h. 227. 
 
15
 Naf‟an, Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah, h. 228. 
16
Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 
Agama), h. 355. 
 
17
Minhajuddin, Hikmah & Filsafat Fikih Mu’amalah dalam Islam (Cet. 1; Makassar : 
Alauddin University Press, 2011), h. 63.  
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               
        
Terjemahnya: 
“282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 
dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 
benar.”18 
 
Adapun sebab turunnya ayat ini ialah ketika Rasulullah pertama kali 
datang ke Madinah, beliau menyaksikan kebiasaan penduduk Madinah yang 
menyewakan lahan kebun mereka kepada sesama mereka dalam jangka waktu 
satu hingga tiga bulan . Melihat hal itu, Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja 
yang menyewakan sesuatu kepada yang lain, hendaklah dengan harga tertentudan 
jangka waktu yang disepakati untuk ditentukan pula .” Berkaitan dengan ini, Allah 
menurunkan ayat ini sebagai ajaran bagi kaum muslim agar tidak terjebak 
kedalam persengketaan. (HR Al Bukhari dari Ibnu Abbas). 
Adapun tafsiran ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang 
beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-
pitang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar agar yang 
memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya 
adalah perintah atau tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak 
memintanya.
19
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 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 48. 
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 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah(Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an) (Vol. 
1; Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 603-605 
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Kata tadaayantum, yang di atas diterjemahkandengan bermuamalah, 
terambil dari kata dain. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata 
yang dihimpun oleh huruf-huruf kata dain itu (yakni daal, ya’, dan nuun) selalu 
menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih 
tinggi dari pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna hutang, pembalasan, 
ketaatan, dan agama. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu, 
atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah 
yang tidak secara tunai yakni hutang piutang.
20
 
Penggalan ayat-ayat ini menasihati setiap orang yang melakukan transaksi 
hutang piutang dengan dua nasihat pokok. Pertama, dikandung oleh pernyataan 
untuk waktu yang ditentukan. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika 
berhutang masa pelunasannya harus ditentukan, bukan dengan berkata, “Kalau 
saya ada uang,” atau “Kalau si A datang,” karena ucapan semacam ini tidak pasti, 
rencana kedatangan si A pun dapat  ditunda atau tertunda. Bahkan anak kalimat 
ayat ini bukan hanya mengandung isyarat tersebut, tetapi juga mengesankan 
bahwa ketika berhutang seharusnya sudah harus tergambar dalam benak 
pengutang, bagaimana serta dari sumber mana pembayarannya diandalkan. Ini 
secara tidak langsung mengantar sang muslim untuk berhati-hati dalam berhutang. 
Sedemikian keras tuntunan kehati-hatian sampai-sampai Nabi saw. enggan 
menshalati mayat yang berutang tanpa ada yang menjamin hutangnya (HR. Abu 
Daud dan an-Nasa‟i), bahkan beliau bersabda, “Diampuni bagi syahid semua 
dosanya, kecuali hutang” (HR. Muslim dari „Amr Ibn al‟Ash). 
                                                 
 
20
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah(Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an), h. 
603-605 
19 
 
Selanjutnya Allah swt. menegaskan: Dan hendaklah seorang penulis 
diantara kamu menulisnya dengan adil, yakni dengan benar, tidak menyalahi 
ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak juga 
merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata 
adil dan diantara kamu. Dengan demikian, dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, 
yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis 
perjanjian, dan kejujuran. 
Ayat ini mendahulukan penyebutan adil daripada penyebutan pengetahuan 
yang diajarkan Allah swt. ini dikarenakan keadilan, disamping menuntut adanya 
pengetahuan bagi yang akan berlaku adil, juga dikarenakan seorang yang adil tapi 
tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda 
dengan yang mengetahui tetapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan dia 
gunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk 
membenarkan penyelewengan dan menghindari sanksi.
21
 
 BMT berbeda dengan BPR Syariah (BPRS) atau Bank Umum Syariah 
(BUS). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berbadan hukum koperasi, secara 
otomatis di bawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah, sedangkan BPR Syariah (BPRS) atau Bank Umum Syariah (BUS) 
terikat dengan peraturan Departemen Keuangan dan juga dari Bank Indonesia.
22
 
Namun demikian sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri, mengingat 
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sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal 
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan lain-lain.
23
  
Hingga saat ini belum ada undang-undang yang membahas secara spesifik 
tentang BMT. Oleh karena itu dalam operasional BMT digunakan berbagai norma 
yang diambil dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada, antara 
lain: 
24
 
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi; 
b. Fatwa-fatwa DSN menyangkut akad syariah; 
c. Keputusan-keputusan Menteri Koperasi dan UKM mengenai Koperasi 
Jasa Keuangan Syariah; 
d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 
e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 
f. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 
g. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik 
Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. 
 Istilah BMT semakin popular ketika pada September 1994 Dompet Dhuafa 
(DD) Republika bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) 
mengadakan diklat manajemen zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan ekonomi 
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syariah di Bogor. Diklat-diklat selanjutnya oleh Dompet Dhuafa (DD) dilakukan 
di Semarang dan Yogyakarta. Setelah diklat-diklat itu istilah BMT lebih banyak 
muncul di harian umum Republika, terutama di Lembar Dialog Jumat.
25
 
 Untuk menjelaskan pengertian keduanya memang tidak mudah, sebab 
belum ada literatur yang menerangkan secara gamblang dan tepat kedua istilah 
tersebut. Boleh dikatakan istilah BMT hanya ada di Indonesia. Namun, melihat 
istilah yang ada bahwa BMT merupakan paduan lembaga baitul mal dan lembaga 
baitul tamwil. Dari kedua kata itu, istilah yang lebih akrab ditelinga kaum 
muslimin tentunya adalah baitul mal, sebab kata ini sudah ada sejak zaman 
Rasulullah saw.
26
 
 Banyak hal yang mendorong lahirnya BMT ini, ada yang berpendapat 
bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serta berkecukupan 
muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini 
bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam, melainkan juga dipengaruhi oleh 
lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah saw., 
“kefakiran itu mendekati kekufuran,” maka keberadaan BMT diharapkan mampu 
mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi 
masyarakat.
27
  
                                                 
 
25
Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 
Agama), h. 355-356. 
 
26
Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 
Agama), h. 356. 
 
27
 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 
Agama), h. 356. 
22 
 
 Dari aspek tersebut hukum menurut Rony Hanityo, golongan rakyat 
miskin lebih banyak menghadapi problem-problem hukum dan lebih menderita 
daripada golongan orang-orang kaya karena adanya ketidakadilan, ketidakadilan 
sebagai akibat dari pelaksanaan sistem ekonomi dan sistem pemerintah. 
Kebanyakan dari penyalahgunaan hak yang dialami oleh golongan rakyat miskin 
timbul dari praktik-praktik yang dilembagakan, sedangkan problem bersama ini 
kerap kali dipenuhi dan diperluas oleh cara pengendalian hukum yang tradisional. 
 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 
mendorong lahirnya BMT di Indonesia adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat 
muslim untuk menjalankan Islam secara kaffah (secara utuh), termasuk dalam 
kegiatan ekonomi. Selain itu, banyaknya masyarakat yang selama ini 
termarginalkan yang menentukan dana, tetapi tidak memiliki akses ke dunia 
perbankan karena sistem perbankan saat ini tidak memungkinkan hal tersebut.
28
 
3. Fungsi, Peranan, dan Prinsip BMT 
Visi BMT adalah upaya untuk mewujudkan BMT untuk menjadi lembaga 
yang mampu meningkatkan kualitas ibadah para anggotanya, sehingga mampu 
berperan sebagai wakil Allah di muka bumi, memakmurkan kehidupan anggota 
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
29
 Adapun misinya yaitu 
mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, 
jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan 
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kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan 
perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur 
masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur 
maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah swt.
30
 
Dari visi dan misi tersebut, maka prinsip utama yang harus dipegang 
antara lain:
31
 
1) Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Dengan mengimplementasikan 
prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata. 
2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan 
mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan 
berakhlak mulia. 
3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan 
pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua 
lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tambah rasa 
saling melindungi dan menanggung. 
4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua 
elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan 
bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial. 
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5) Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti 
juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi 
senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya. 
6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi artinya dilandasi dengan 
dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia 
saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan 
cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan 
yang terus ditingkatkan serta niat dan ghirah yang kuat. Semua itu dikenal 
dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Sikap profesionalisme 
dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar 
kerja yang tinngi. 
7) Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan 
tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke 
tahap berikutnya dan hanya kepada Allah swt. Kita berharap. 
Prinsip-prinsip tersebut akan dapat berjalan jika fungsi dari BMT itu dapat 
dilaksanakan dengan baik. Muhammad Ridwan,
32
 menjelaskan ada lima fungsi 
yang harus dilaksanakan yaitu: 
1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan 
mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, 
kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya. 
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2) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan 
islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan 
global. 
3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan anggota. 
4) Menjadi perantara keuangan antara agniya sebagai shohibul maal dengan 
du‟afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, 
infak, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain. 
5)  Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana (shohibul maal), baik 
sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (mudhorib) 
untuk pengembangan usaha produktif. 
Peran BMT dalam memberikan kontribusi kepada bergeraknya roda 
ekonomi kecil, jelas riil. Sementara perbankan dililit „lemak‟ dana yang tak 
mampu disalurkan, BMT langsung masuk ke pengusaha. Tapi, buakan itu saja 
nilai strategi BMT. Satu yang paling istimewa, BMT juga menjadi agen 
pengembangan dan penyantun masyarakat.
33
 
Menurut Ahmad Sumiyanto, apabila dilihat dari ide awal lahirnya BMT 
dan kemudian diatur dengan berbagai peraturan pemerintah, maka BMT 
mempunyai peranan sebagai berikut: 
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1) Mengumpulkan dana dan menyalurkannya kepada anggota maupun 
masyarakat luas. 
2) Menyejahterakan dan meningkatkan perekonomian anggota secara khusus 
dan masyarakat secara umum. 
3) Membantu baitul al maal menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan 
non- komersial atau biasa disebut qardh al hasan. 
4) Menyediakan cadangan pembiayaan macet akibat terjadinya kebangkrutan 
usaha nasabah bait at tamwil yang berstatus al-gharim. 
5)  Menjadi lembaga sosial keagamaan dengan pemberian beasiswa, santunan 
kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum, peribadatan, dan lain-
lain. 
4. Kegiatan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) 
BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga 
keuangan BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan 
menyalurkannya. Pada awalnya dana BMT diharapkan diperoleh dari para pendiri, 
berbentuk simpanan pokok khusus. Sebagai anggota biasa, para pendiri juga 
membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan simpanan 
sukarela. Dari modal para pendiri ini dilakukan investasi untuk membiayai 
pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dengan peralatannya, serta perangkat 
administrasi. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai, tentu saja 
modal perlu juga menalangi pengeluaran biaya harian yang diperhitungkan secara 
bulanan, biasa disebut dengan biaya operasional BMT. Selain modal dari para 
27 
 
pendiri, modal dapat juga berasal dari lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti 
yayasan, kas mesjid, BAZ, LAZ, dan lain-lain. 
Untuk menambah dana BMT, para anggota biasa menyimpan simpanan 
pokok, simpanan wajib, dan jika ada kemudahan juga simpanan sukarela yang 
semuanya itu akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Mengenai 
bagaimana caranya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) mampu membayar bagi hasil 
kepada anggota, khususnya anggota yang menyimpan simpanan yang sukarela, 
maka BMT harus memiliki pemasukan keuntungan dari hasil usaha pembiayaan 
berbentuk modal kerja yang diberikan kepada para anggota, kelompok usaha 
anggota (Pokusma), pedagang ikan, buah, pedagang asongan, dan sebagainya. 
Karena itu pengelola BMT harus mnjemput bola dalam membina anggota 
pengguna dana BMT agar mereka beruntung cukup besar, dan karenanya Baitul 
Maal wat Tamwil (BMT) juga akan memperoleh untung yang cukup besar pula. 
Dari keuntungan itulah BMT dapat menanggung biaya operasional dalam bentuk 
gaji pengelola dan karyawan BMT lainnya, biaya listrik, telepon, air, peralatan 
komputer, biaya operasional lainnya dan membayar bagi hasil yang memadai dan 
memuaskan para anggota penyimpan sukarela.
34
 
Dalam menjemput bola tersebut, pengelola BMT harus mampu 
menjelaskan dengan menarik minat anggota atau calon anggota untuk menyimpan 
simpanan sukarelanya dalam jumlah yang besar, semisal Rp. 100.000,-; Rp. 
500.000,-; Rp. 1.000.000,-; sampai dengan Rp. 10.000.000,- atau lebih, dengan 
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menunjukkan kemungkinan pembiayaan/pinjaman untuk kegiatan usaha 
pengusaha kecil yang menguntungkan itu, kelayakannya, tingkat keuntungannya, 
dan juga dengan alasan jika menyimpan di BMT dananya akan aman dan 
bermanfaat bagi masyarakat, lebih menguntungkan dengan prinsip bagi hasil dan 
bebas dari unsur riba. Dalam menjamin dananya, BMT umumnya menggunakan 
analisis kelayakan usaha dan jaminan. 
Agar kegiatan sebagaimana tersebut dapat berjalan lancar, maka BMT 
dalam melaksanakan operasionalnya memerlukan modal yang dapat dihimpun 
sebagai berikut:
35
 
1. Simpanan Pokok Khusus (SPK), yaitu simpanan yang merupakan modal 
awal untuk mendirikan BMT. Jumlah tidak terbatas, terserah para 
penyimpan akan menyimpan berapa menurut kemampuannya. Jumlah 
kepemilikan ini tidak memengaruhi hak suara dalam rapat. SPK ini ditarik 
dari masyarakat sehubungan dengan adanya pendirian Baitul BMT 
tersebut. 
2. Simpanan Pokok (SP), merupakan simpanan yang menjadi bukti 
keanggotaan di BMT, biasanya besarnya sama setiap anggota dan dapat 
diangsur. Anggota yang telah melunasi SP ini daianggap sebagai anggota 
penuh dengan segala hak dan kewajibannya. Bagi yang belum lunas, 
biasanya dicatat sebagai calon anggota. 
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3. Simpanan Wajib (SW), merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh 
setiap anggota BMT sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan, 
misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan. Penetapan periode 
pembayaran dapat disesuaikan dengan kesanggupan anggota masing-
masing. 
4. Simpanan Sukarela (SS), merupakan simpanan atau titipan anggota dan 
calon anggota kepada BMT, bisa dalam bentuk tabungan, deposito, atau 
bentuk lain yang sah. 
5. Jasa, merupakan produk BMT sebagai usaha jasa keuangan. Anggota yang 
telah memenuhi persyaratan dapat memperoleh pelayanan jasa keuangan 
yang ada di BMT dengan member fee kepada BMT. 
6. Wadiah, merupakan titipan umum yang ada di BMT dan umumnya yang 
disimpan dalam produk ini adalah dana sosial seperti zakat, infak, dan 
sebagainya. 
Menurut Muhammad Ridwan, sumber dana BMT berasal dari anggota dan 
masyarakat calon anggota baik dalam bentuk simpanan, deposito, maupun bentuk-
bentuk utang yang lain. Sumber dana tersebut digunakan oleh BMT untuk 
membiayai operasional rutin.  Dalam melaksanakan ketentuan ini BMT 
menggunakan dua prinsip yakni prinsip Wadi’ah dan Mudharabah.36 
Berikut penjelasan Muhammad Ridwan tentang kedua prinsip tersebut: 
1. Prinsip Wadi’ah 
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 Wadi’ah berarti titipan, sedangkan prinsip wadi’ah dalam produk BMT 
merupakan produk penitipan dari anggota kepada BMT. Pengembangan prinsip 
wadi’ah menjadi dua bagian yaitu: 
a. Wadi’ah Amanah 
Yaitu penitipan barang atau uang, dimana BMT tidak memiliki 
kewenangan untuk memnafaatkan barang tersebut. Penyimpan 
menitipkan arangnya semata-mata karena menginginkan keamanan 
dan kenyamanan, karena jika hanya disimpan di rumah mungkin tidak 
aman. Atas produk ini, BMT akan menarik biaya penyimpanan, 
administrasi, serta biaya lain-lainnya yang melekat pada penyimpanan 
dan pengamanan. Biaya tersebut dapat juga berbentuk biaya sewa 
tempat penyimpanan. Dalam dunia perbankan produk ini lebih dikenal 
dengan sebutan save deposito box. 
b. Wadi’ah Yad Dhamanah. 
Yaitu penitipan barang atau uang (umumnya uang), dimana BMT 
berwenang untuk mengelolah dana tersebut. Atas dasar kewenangan 
ini BMT akan memberikan kompensasi berupa bonus kepada 
penyimpan. Pada umumnya produk ini dimanfaatkan untuk 
menampung dana-dana sosial. BMT dapat menerapkan produk ini 
dengan menampung titipan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial 
lainnya. Produk ini kemungkinan kurang menarik, karena jumlah 
bonus tidak terdapat kepastian, dan tergantung pada manajemen BMT. 
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2. Prinsip Mudharabah 
 Mudharabah  berasal dari kata dharaba  yang berarti memukul. Orang 
yang bekerja keras disamakan dengan orang yang memukulkan tangannya untuk 
mencari karunia Allah. Yang dimaksud madharabah dalam dalam produk BMT 
adalah bagi hasil antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha 
(mudharib). Mudharabah secara umum dibagi menjadi dua yakni mudharabah 
mutlaqah dan muqayyadah.
37
 
a. Mudharabah mutlaqah (umum//bebas) 
Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem 
bagi hasil, dimana BMT tidak mendapat pembatasan apapun dalam 
penggunaan dananya. BMT diberikan kebebasan untuk memanfaatkan 
dana simpanan untuk pengembangan usaha BMT. Atas dasar akad ini, 
BMT akan berbagi hasil dengan anggota dengan kesepakatan nisbah 
diawal akad.. 
b. Mudharabah muqayyadah (terikat) 
Yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem 
bagi hasil, di mana BMT dibatasi dalam penggunaan dananya. Sejak 
awal disepakati, bahwa dana tersebut hanya dapat dialokasikan untuk 
membiayai proyek tertentu. Atas dasar akad ini, BMT tidak dapat 
melakukan penyimpangan dalam penggunaannya. Kesepakatan 
besarnya bagi hasil dilakukan dimuka dengan nisbah tertentu. Sebagai 
contoh produk ini adalah, adanya dana program dari pemerintah untuk 
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membiayai program khusus, seperti MAP (modal awal dan pendanaan) 
hanya untuk UKM sentra, dan lain-lain. 
Dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk 
pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggota disebut juga 
pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan. BMT kepada anggota yang 
membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan BMT dari 
anggota yang surplus dana. 
Menurut Buchari Alma Donni Juni Priansa, terdapat berbagai jenis 
pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang semuanya itu mengacu pada 
dua jenis akad, yakni akad tijarah dan syirkah. Masing-masing akan diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Akad tijarah (jual beli), yakni perjanjian pembiayaan yang disepakati 
antara BMT dengan anggota di mana BMT menyediakan dananya untuk 
sebuah investasi dan/atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya 
yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau 
angsuran atau pengembalian dibayarkan pada saat jatuh tempo 
pengembaliannya. Adapun pembiayaan yang umumnya digunakan ialah 
pembiayaan murabahah. 
38
 
Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga 
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal 
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yang membedakan murabahah  dengan penjeualan yang biasa kita kenal adalah 
penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang 
tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual 
dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga 
akhirnya diperoleh kesepakatan.
39
  
Adapun sumber hukum akad murabahah adalah sebagai berikut: 
1. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nisa‟/4:29 
              
           
   
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.
40
 
 Adapun sebab turunnya ayat ini adalah menurut riwayat Ibnu Jarir ayat ini 
turun dikarenakan masyarakat muslim Arab pada saat itu memakan harta 
sesamanya dengan cara yang bathil, mencari keuntungan dengan cara yang tidak 
sah dan melakukan bermacam-macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan 
hukum syari‟at. Misalnya sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Abbas. menurut 
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riwayat Ibnu Jarir seorang membeli dari kawannya sehelai baju dengan syarat bila 
ia tidak menyukainya dapat mengembalikannya dengan tambahan satu dirham di 
atas harga pembeliannya. Padahal seharusnya jual beli hendaklah dilakukan 
dengan rela dan suka sama suka tanpa harus menipu sesama muslimnya.
41
 
Tafsiran ayat ini ialah melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-
orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang 
merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, 
yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh 
harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, 
kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. 
Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan 
terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, 
maka pesan ayat ini selanjutnya ialah dan janganlah kamu membunuh diri kamu 
sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama 
dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, 
sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang. 
Penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara batil, 
dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang 
merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka 
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tentu lebih terlarang lagi, bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan 
sekunder apalagi tersier.
42
 
Bersandar kepada ayat ini, Imam Syafi‟i berpendapat bahwa jual beli tidak 
sah menurut syari‟at melainkan jika disertai dengan kata-kata yang menandakan 
persetujuan, sedang menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad cukup 
dengan dilakukannya serah terima barang yang bersangkutan. Karena perbuatan 
yang demikian itu sudah dapat menandakan persetujuan dan suka sama suka. 
Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Maimun bin Muhran bahwa Rasulullah SAW 
bersabda : ”Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan 
pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim 
menipu sesama muslimnya”. Dan bersabda Rasulullah SAW menurut riwayat 
Bukhari dan Muslim: ”Bila berlaku jual beli antara dua orang, maka masing-
masing berhak membatalkan atau meneruskan transaksi selama mereka belum 
berpisah”. 
Ayat di atas juga menekankan keharusan mengindahkan peraturan-
peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di 
atas dengan al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau 
persyaratan yang disepakati. Selanjutnya ayat tersebut juga menekankan 
keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkannya dengan 
‘an taradhin minkum. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di 
lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan Kabul, atau 
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apa saja yang dikenal dalam bentuk adat kebiasaan sebagai serah terima adalah 
bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.
43
 
2. Sebagaimana juga Firman Allah di dalam QS. Al-Baqarah/2: 280. 
                      
     
Terjemahnya: 
Dan  jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian 
atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
44
 
 
Tafsiran ayat ini ialah apabila ada seseorang yang berada dalam keadaan 
situasi sulit, atau akan terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, 
maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang. Jangan menagihnya jika kamu 
mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayardengan sesuatu yang amat 
ia butuhkan. “Siapa menagguhkan pembyaran hutang orang yang berada dalam 
keadaan sulit, atau membebaskannya dari hutangnya, maka dia akan dilindungi 
Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungan-Nya (hari Kiamat)” 
(HR. Imam Muslim)
45
 
Yang menangguhkan itu, pinjamannya dinilai sebagai qardh hasan, yakni 
pinjaman yang baik. Setiap detik ia mengguhkan dan menahan diri untuk yidak 
menagih, setiap saat itu pula Allah swt. memberinya ganjaran, sehingga berlipat 
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ganda ganjaran itu. “Siapakah yang meminjamkan kepada Allah qardh hasan 
(pinjaman yang baik) maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu 
untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadiid/57:11). 
Ia melipatgandakan, karena ketika itu yang meminjamkan mengharap pinjaman 
kembali, tetapi tertunda, dan diterimanya penundaan itu dengan sabar dan lapang 
dada. Yang lebih baik dari meminjamkan adalah menyedekahkan sebagian atau 
semua hutang itu. Kalau demikian, jika kamu mengetahui bahwa hal tersebut lebih 
baik, maka bergegaslah meringankan yang berhutang atau membebaskannya dari 
hutang.
46
 
Adapun rukun akad murabahah menurut Sri Nurhayati yaitu: 
1) Pelaku  
 Pelaku cakap hukum dan baliq (berakal dan dapat membedakan), sehingga 
jual beli dengan orang gila tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil 
dianggap sah apabila seizing walinya. 
2) Objek jual beli, harus memenuhi: 
a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal 
b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau 
memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang 
diperjualbelikan, misalnya: jual beli barang yang kadaluarsa. 
c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual 
d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian 
tertentu dimasa depan barang yang tidak jelas waktu penyerahannya 
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adalah tidak sah, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar), 
yang pada gilirannya dapat merugikan salah satu pihak yang 
bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan. 
e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat 
diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada gharar 
(ketidakpastian). 
f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas 
sehingga tidak ada gharar. 
g. Harga barang tersebut jelas 
h. Barang yang diakadkan ada ditangan penjual 
3) Ijab qabul 
Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad 
yang dilakukan secara verbal, tertulis, maupun menggunakan cara-cara modern.
47
 
Sedangkan syarat akad murabahah ialah: 
a. Penjual dan pembeli 
b. Berakal 
c. Dengan kehendak sendiri 
d. Keadaan tidak mubadzir (pemboros) 
e. Baliq 
f. Uang dan benda yang dibeli (objek yang diperjualbelikan) 
g. Suci 
h. Ada manfaat 
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i. Keadaan barang tersebut dapat diserahkan 
j. Keadaan barang tersebut kepunyaan penjual atau kepunyaan yang 
diwakilkan 
k. Barang tersebut diketahui antara si penjual dan si pembeli dengan 
terang zat, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi 
keadaan yang mengecewakan 
l. Ijab Kabul 
m. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam saja setelah 
penjual menyatakan ijabnya begitupula sebaliknya 
n. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul 
o. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-
benda tertentu seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang 
beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab 
besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang 
beragama Islam, sedangkan Allah swt melarang orang mukmin. 
2. Akad syirkah (penyertaan dan bagi hasil) 
 Musyarakah, penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu 
usaha yang mana antara risiko dan keuntungan ditanggung bersama 
secara seimbang dengan porsi penyertaan. 
Musyarakah merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang 
mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam 
musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu 
usaha terstentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada 
40 
 
harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang tealah ditetapkan bersama 
sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada 
pihak lain tanpa seizing mitra yang lainnya.
48
 
Adapun rukun dalam akad musyarakah menurut Sri Nurhayati adalah 
sebagai berikut: 
Rukun musyarakah ada 4 yaitu: 
a. Pelaku terdiri atas para mitra 
b. Objek musyarakah berupa modal dan kerja 
c. Ijab Kabul atau serah terima 
d. Nisbah keuntungan 49 
 Mudharabah, suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan 
anggota dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal 
kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk 
pengembangan usahanya. 
 Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak 
pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan 
pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi 
diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial akan 
ditanggung oleh pemilik dana. 
50
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Adapun rukun akad mudharabah yaitu: 
1. Pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana 
2. Objek mudharabah, berupa modal dan kerja 
3. Ijab Kabul/ serah terima  
4. Nisab keuntungan 
B. Sumber Hukum Islam 
Dalam Kamus Hukum dijelaskan, bahwa hukum Islam atau hukum syara‟ 
ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan 
kehidupan berdasarkan Al-qur‟an.51 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
dijelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan 
dengan Al-qur‟an dan hadis. Artinya hukum Islam merupakan produk Indonesia.52 
Pengertian hukum Islam atau hukum Syara‟ menurut istilah ulama ushul, 
adalah doktrin (khitab) syari‟ yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang 
mukallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan (taqrir).
53
 
Dari berbagai pengertian hukum Islam tersebut, maka dapat dipahami 
bahwa hukum Islam merupakan istilah yang dikembangkan dan dibakukan di 
Indonesia. Dengan demikian hukum Islam di Indonesia adalah peraturan-
peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan ke dalam lima produk 
pemikiran hukum yaitu, fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan undang-
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undang, serta sosiologi hukum yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat 
Islam di Indonesia.
54
 
 
Adapaun sumber hukum Islam adalah sebagai berikut: 
1. Al-qur‟an 
Sumber utama hukum Islam adalah Al-qur‟an. Al-qur‟an menurut bahasa 
berarti bacaan. Menurut istilah, Al-qur‟an adalah himpunan wahyu Allah yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada manusia 
sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
55
 
Nabi Muhammad saw. menerima wahyu dengan tanpa melihat sesuatu 
pun, namun beliau merasakan bahwa wahyu sudah berada dalam kalbunya 
sebagaimana diungkapkan dalam QS. Asy-Syuura / 42 : 51.
56
 
                
           
Terjemahnya: 
  “51. Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-
kata dengan Dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau 
dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan 
seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha 
Bijaksana.” 
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2. Al-hadis 
Hadis menurut bahasa adalah khabar atau berita. Menurut istilah, Hadis 
adalah segala berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. meliputi 
sabda, perbuatan beliau, dan perbuatan para sahabat yang beliau diamkan dalam 
arti membenarkan (taqrir). Hadis lazim pula disebut sunnah, atau sunnah 
Rasulullah saw., sedangkan menurut bahasa sunnah berarti kelakuan, perjalanan, 
pekertjaan, atau cara.
57
 
3. Ijma 
Ijma merupakan sumber hukum Islam yang ketiga, ijma menurut bahasa 
artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, ijma berarti kebulatan pendapat para 
mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak 
ditemukan dalilnya secara tegas dalam Al-qur‟an atau hadis.58 
4. Qiyas 
Qiyas merupakan sumber hukum Islam yang keempat. Qiyas menurut 
bahasa artinya ukuran. Menurut istilah qiyas adalah hukum yang telah tetap dalam 
suatu benda atau perkara, kemudian diberikan pula kepada suatu benda atau 
perkara lain yang dipandang memiliki asal, cabang, sifat, dan hukum yang sama 
dengan suatu benda atau perkara yang telah tetap hukumnya.
59
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
Ilmiah, maka dalam menelaah data, menjelaskan dan menyimpulkan objek 
pembahasan, maka penelis menempuh metode sebagai berikut: 
A. Jenis dan lokasi penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research) yaitu di Baitul Maal wat Tamwil As’adiyah Sengkang dan 
menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang data-
datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode penelitian ini 
bersifat deskriptif, karena data-data yang dianalisis itu berupa deskripsi dari 
gejala-gejala yang diamati dan mengkaji lebih mendalam dengan menguraikan 
secara terperinci data di lapangan. Menguraikan secara rinci yang dimaksud oleh 
penulis ialah menggambarkan dan memaparkan data hasil penelitian mengenai 
pengelolaan di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang kabupaten 
Wajo kemudian ditinjau dari segi hukum Islam, baik yang bersumber dari 
wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Dari data itulah kemudian di 
deskripsikan berupa kalimat-kalimat atau paragraf mengenai pengelolaan BMT 
As’adiyah Sengkang kabupaten Wajo kemudian diliahat dari perspektif hukum 
Islam. 
B.  Pendekatan penelitian 
Berhubung jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka tekhnik 
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan sosiologis. Secara 
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harfiah pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada 
dari aspek atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan. 
Sedangkan pendekatan sosiologis adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam 
kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum.  
Dengan demikian yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara 
pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di tengah 
masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan peraturan yang ada. 
C. Sumber data 
Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
a. Sumber data primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 
kepada pengumpul data. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara 
langsung dari pihak yang terkait. Data ini penulis peroleh dari dengan mendatangi 
sumber-sumber data yang relevan dengan masalah penelitian. 
b. Sumber Data sekunder 
Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari 
berbagai sumber utama untuk melengkapi penelitian ini. Data ini diperoleh 
dengan cara membaca beberapa literature atau bahan bacaan yang berkaitan 
dengan judul penelitian. 
D. Metode pengumpulan data 
Dalam pengumpulan data, jenis data yang akan dikumpulkan yaitu data 
kualitatif. Data yang akan dikumpulkan nanti bersumber dari data primer yang 
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didapatkan setelah penelitian dan data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini 
beberapa sumber referensi atau buku-buku yang relevan. 
Pengumpulan data berdasarkan data primer dan sekunder yang ada 
diperoleh dengan beberapa cara. Data yang baik dalam suatu penelitian adalah 
data yang dipercaya kebenarannya, tepat waktu, mencakup ruang yang luas serta 
dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan. 
Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik: 
1. Library research (studi Kepustakaan) 
Library research (studi kepustakaan) yakni penelitian ini dengan 
melakukan penelitian kepustakaan yaitu menggunakan dan mengutip buku dan 
pembahasan sesuai dengan penelitian ini, yaitu dengan membaca dan menelaah 
buku-buku yang relevan atau sumber lain seperti jurnal dan bahasan lainnya. 
Dalam melakukan kutipan atau menggunakan metode ini, peneliti menggunakan 
dua jenis kutipan yakni kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan 
langsung adalah dengan memindahkan seluruh atau sebagian pembahasan yang 
sesuai dengan penelitian tanpa mengubah reduksi kalimat. Sedangkan kutipan 
tidak langsung adalah dengan menggunakan redaksi kalimat yang berbeda tetapi 
memiliki substansi yang sama. 
2. Field research 
Field research adalah penelitian lapangan yang bertujuan langsung 
melakukan kontak dengan objek penelitian dengan terlibat langsung kelokasi 
penelitian. Mencari informasi langsung melalui objek penelitian. Dalam studi 
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lapangan ini peneliti akan melakukan penelitian di BMT As’adiyah Sengkang. 
Penelitian didasari untuk mendapatkan data lapangan dalam hal ini terkait 
dengan pengelolaan BMT As’adiyah Sengkang kemudian ditinjau dari segi 
hukum Islam dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data.  
E. Instrumen penelitian  
Instrumen penelitian adalah alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan 
data. Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat 
operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian sebenarnya. 
Data yang diperoleh melalui penelitian ini akan diolah menjadi suatu informasi 
yang merujuk kepada hasil penelitian nantinya. Adapun instrumen yang peneliti 
gunakan dalam penelitian sebagai berikut: 
1. Observasi 
Observasi ialah proses pengamatan, peninjauan secara cermat dan 
mengawasi secara teliti guna mendapatkan data yang lebih jelas sambil mencatat 
secara sistematis hal-hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan penelitian. 
Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung 
kelapangan terhadap objek yang diteliti . Dalam penelitian ini penulis akan 
menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu kamera 
dan buku catatan sehingga seluruh data –data yang diperoleh di lapangan dapat 
langsung dicatat. 
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2. Wawancara  
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan 
informan.
1
 Informan yang dimaksud Penulis dalam hal ini ialah orang yang 
dianggap berkompeten yang dapat memberikan data atau informasi sehubungan 
dengan penelitian yang dilakukan. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah pengumpulan data dan keterangan seperti rekaman 
siaran, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lainnya yang berada di lokasi 
penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. 
F.  Tekhnik pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurut data kedalam 
pola, kategori dan satu uraian besar. Tujuan analisis data ialah untuk 
menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. Metode yang 
digunakan adalah metode survey dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 
yang artinya setiap data yang terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai 
persepsi yang tidak menyimpang dari judul penelitian. Tekhnik pendekatan 
deskriptif kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran 
yang sebenarnya, penelitian secara apa adanya sejauh apa yang peneliti dapatkan 
dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi. 
                                                 
1
 H.M. Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif  (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h.111. 
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Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan populasi yang 
sedang diteliti. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang 
diamati agar bermakna dan komunikatif. 
Untuk mengenalisis data yang terkumpul nanti agar memperoleh 
kesimpulan yang valid maka digunakan tekhnik pengolahan dan analisis data 
dengan metode kualitatif. Adapun tekhnik dan interpretasi data yang akan 
digunakan yaitu: 
1) Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, megarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi 
data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. 
Peneliti mengola dan berolah dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada 
masalah. Baik data terdapat di lapangan maupun terdapat pada kepustakaan. Data 
dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang 
dirumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti 
ulang data yang didapat. 
2) Display data (Data display) 
Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data ke dalam satu 
bentuk sehingga terlihat utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif 
yakni menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan penelitian dengan 
memaparkan secsra umum kemudian menjelaskan secara spesifik. 
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3) Analisis perbandingan (Comparatif) 
Pada teknik ini peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan 
secara sistematis dan mendalam kemudian membandingkan data tersebut satu 
dengan yang lainnya. 
4) Penarikan kesimpulan (conclusion Drawing/ verification) 
Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan 
sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data 
berikutnya. Kesimpulan- kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan 
diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan memikirkan kembali dan 
meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan. 
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BAB IV 
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN BAITUL 
MAAL WAT TAMWIL (BMT) AS’ADIYAH SENGKANG 
KABUPATEN WAJO 
A. Gambaran Umum Kabupaten Wajo 
Kabupaten Wajo adalah salah satu kabupaten yang terletak di tengah 
Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Sengkang dan berjarak sekitar 242 km 
dari kota Makassar. Luas wilayahnya sekitar 2.506, 19 km2 atau 4,01% dari luas 
Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 14 kecamatan dan terdiri 
dari 190 desa /kelurahan yang dapat dilihat dalam tabel berikut: 
Luas Daerah Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan 
No Kecamatan Luas (Km2) 
% Terhadap Luas 
Kabupaten 
1 Sabbangparu 137.75 5.3 
2 Tempe 38.27 1.53 
3 Pammana 162.1 66.47 
4 Bola 220.13 8.78 
5 Takkalalla 179.76 7.17 
6 Sajoanging 167.01 6.66 
7 Penrang 154.9 6.18 
8 Majauleng 225.92 9.01 
9 Tanasitolo 154.6 6.17 
10 Belawa 172.3 6.88 
11 Maniangpajo 175.96 7.02 
12 Gilireng 147 5.87 
13 Keera 368.36 14.7 
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No Kecamatan Luas (Km2) 
% Terhadap Luas 
Kabupaten 
14 Pitumpanua 207.13 8.26 
Kabupaten Wajo 2.506.19 100 
 
Dari sekian banyak Kecamatan di Kabupaten Wajo, yang menjadi lokasi 
penelitian ini yaitu Keacamatan Tempe. Tepatnya di ibu kota Kabupaten Wajo 
yaitu Sengkang. 
1. Kondisi geografis 
Secara geografis Kabupaten Wajo berbatasan dengan wilayah-wilayah 
berikut: 
1) Sebelah Utara  : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap 
2) Sebelah Selatan  : Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng 
3) Sebelah Timur  : Teluk Bone 
4) Sebelah Barat   : Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap 
Secara astronomis Kabupaten Wajo terletak pada posisi antara 3º 39º - 4º 
16º LS dan 119º 53º - 120º 27º BT. Kabupaten Wajo memiliki iklim tropis dengan 
suhu udara antara 29ºC sampai 30ºC, kelembaban udara berkisar 74 sampai 82 %, 
dengan kecepatan angin berkisar 1,30 m per detik. Rata-rata curah hujan pertahun 
berkisar 3000 mm dengan 120 hari hujan. Bulan April sampai Juli merupakan 
musim hujan, dan bulan Juli sampai oktober merupakan musim kemarau. 
Sedangkan antara bulan November sampai Maret merupakan musim lembab. 
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Pada tahun 2016, tercatat 7 sungai dan beberapa danau yang mengalir di 
Kabupaten Wajo dan telah dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih, irigasi, serta 
pembangkit tenaga listrik. Selain beberapa manfaat tersebut, beberapa danau juga 
biasa dimanfaatkan sebagai penghasil perikanan air tawar maupun tempat tujuan 
pariwisata, misalnya Danau Tempe. Sungai yang terpanjang adalah sungai 
Gilireng dengan panjang kurang lebih 61 km. 
2. Kondisi Penduduk 
Sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo 
terbilang cukup padat penduduknya, sebab Kabupaten Wajo yang terkenal dengan 
arus perdagangan dan dunia usaha yang cukup berkompetisi terutama di bidang 
perdagangan dan industri kerajinan yang berbahan dasar sutera sehingga mampu 
menyedot perhatian masyarakat luar untuk berdomisili atau berinvestasi dan 
mengadu keberuntungan di daerah ini. 
Berdasarkan Wajo dalam angka 2016, jumlah penduduk Kabupaten Wajo 
pada tahun 2015  berdasarkan registrasi penduduk sebanyak 404.538 jiwa yang 
terdiri atas 192.387 jiwa penduduk laki-laki dan 212.151 jiwa penduduk 
perempuan. Kepadatan penduduk di tahun 2015 mencapai 161 jiwa/km²  dengan 
rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga terdiri dari 4 orang. Kepadatan 
penduduk di 14 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi 
terletak di Kecamatan Tempe dengan kepadatan sebesar 1.649 jiwa/ km² dan 
terendah di Kecamatan Keera dengan jumlah penduduk 64 jiwa/ km². 
Di bidang pendidikan, sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional maka 
Pemerintah Kabupaten Wajo untuk sektor pendidikan diarahkan pada upaya 
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peningkatan mutu pendidikan, dalam hal ini diharapkan pula adanya peningkatan 
relevansi pendidikan serta mempunyai keterkaitan yang sesuai dengan kebutuhan 
tuntunan. Oleh karena itu mutu pendidikan selalu ditingkatkan sebagai upaya 
peningktana SDM agar menguasai Iptek. Peningkatan SDM tersebut mempunya 
nilai strategis karena merupakan prasyarat mutlak bagi Daerah Kabupaten Wajo 
untuk mampu bersaing dalam Era Otonomi Daerah ini.  
3. Kondisi Adat dan Budaya Kabupaten Wajo 
Masyarakat Kabupaten Wajo, sebagaimana masyarakat kabupaten lainnya 
di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, merupakan pemeluk Agama Islam 
yang taat, kehidupan mereka selalu diwarnai oleh keadaan yang serba religious. 
Kondisi tersebut ditandai dengan banyaknya tempat-tempat ibadah dan 
pendidikan Agama Islam. Meskipun demikian penduduk Kabupaten Wajo yang 
mayoritas pemeluk agama Islam, tetapi di Kabupaten Wajo juga mempunyai 
penduduk yang beragama Hindu, dalam arti pemeluk agama lain cukup leluasa 
untuk menunaikan ibadahnya. 
Keadaan ini memberikan dampak yang positif terhadap keagamaan karena 
mereka saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya. 
Selain itu peran pemuka agama terutama para alim ulama sangat dominan dalam 
kehidupan keagamaan bahkan alim ulama merupakan figur yang menjadi panutan 
bagi masyarakat. 
Adapun prinsip hidup orang Wajo yaitu tau’E ridewata’E, Siri’E ri 
padatta rupatau, Siri’E ri watakkale (ketaqwaan pada Allah SWT, rasa malu pada 
orang lain, dan pada diri sendiri). Tiga prinsip hidup inilah yang membuat orang 
56 
 
Wajo memiliki etos kerja yaitu resopa natinulu natemmangingi, nalomona 
nalettei pammase deawata Seuwae (hanya dengan kerja keras, rajin dan ulet, kita 
mendapat keridhaan Allah SWT).  
Selain itu hal ini dilatar belakangi oleh keinginan orang wajo untuk 
merdeka dan sebagai tanda protes kepada raja yang memerintah secara tidak adil 
dan mereka tidak mungkin melakukan perlawanan fisik, maka bentuk 
perlawanannya ialah meninggalkan negerinya. Bilamana Batara Wajo atau Arung 
Matoa Wajo tidak menegakkan citra abstraksi konstitusi Kerajaan Wajo yang 
tersirat dalam ucapan “Maradeka To-Wajo’e Ade’ Emmi napopuang” (Rakyat 
Wajo merdeka, hukum yang dipertuan) maka ketika itulah rakyat mengingatkan 
pada Batara perihal “Perjanjian Cinnotabi” yang substansial meletakkan dasar 
tatanan kemasyarakatan dan kenegaraan “Republik Wajo”. 
Setelah kekalahan Kerajaan Wajo dari Kerajaan Bone yang bersekutu 
dengan Belanda, masyarakat Wajo didera kemiskinan. Itulah sebabnya mereka 
meninggalkan negerinya untuk mencari lapangan kehidupan yang lebih baik. 
Untuk mereka ini, sadar atau tidak, mereka berpedoman pada makna dari untaian 
kata-kata  “lebbimui mate maddarae dari mate tammanre”, artinya adalah “ lebih 
berharga mati berdarah daripada mati kelaparan”. Apalagi orang Bugis itu 
pantang terhadap apa yang disebut “berpangku tangan”, mereka selalu berpegang 
pada ungkapan: “Resopa temmangngingi, malomo naletei pammase 
Dewata” (hanya dengan kerja keras, rajin dan ulet, kita mendapat keridhaan Allah 
SWT). Serta Bugis Wajo juga menjunjung tinggi yang namanya siri’ atau dalam 
bahasa Indonesia artinya rasa malu atau lebih tepatnya harkat martabat. Dalam 
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bahasa Bugis dikenal istilah Assosoreng iyya mparekkenggi sirina 
assilomperengna artinya keturunan yang diajarkan bagaimana mempertahankan 
kehormatan keluarga, assosoreng iyya sitinasai passilennereng siri'na padanna 
rupa tau, kuetopa paimeng artinya keturunan yang diajarkan menjaga martabat 
orang lain dan dirinya sendiri.  
4. Kondisi Ketenagakerjaan 
Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat 
membutuhkan langkah strategis dalam pemenuhannya, substansi penting dalam 
hal itu adalah pekerjaan yang menjadi jaminan akan pemenuhan kebutuhan hidup. 
Pencari kerja dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring tuntutan pemenuhan 
kebutuhan masyarakat. 
Berdasarkan Kabupaten Wajo dalam angka 2016, jumlah angkatan kerja di 
Kabupaten Wajo sebanyak 170.165 orang, dengan jumlah penduduk yang bekerja 
160.999 orang, sedangkan jumlah bukan angktan kerja adalah 127.120 orang. 
Tingkat partisipasi angktan kerja sebesar 57,24% dan tingkat pengangguran 
terbuka sebesar 5,39%.  
Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Wajo pada Dinas Sosial 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2015 sebanyak 276 orang, sebagian 
besar pencari kerja merupakan lulusan S1. 
Sementara itu, menurut sektor lapangan usaha, sektor pertanian merupakan 
sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak yaitu sekitar 46%. Keadaan tersebut 
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selaras dengan keadaan alam Kabupaten Wajo yang merupakan basis pertanian 
Sulawesi Selatan.  
B. Gambaran Umum Baitul Maal wa Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang 
a. Sejarah Berdirinya BMT As’adiyah Sengkang 
BMT As’adiyah Sengkang lahir berdasarkan tuntutan dan animo 
masyarakat yang ingin menjadikan BMT sebagai wadah untuk mengembangkan 
usaha ekonomi syariah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Berdasarkan tuntutan dan animo tersebut, Pengurus Yayasan/Pengurus Besar 
As’adiyah Sengkang terdorong untuk mendirikan lembaga keuangan mikro 
syariah untuk mengembangkan usaha ekonomi syariah dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan umat pada umumnya dan pondok pesantren 
As’adiyah pada khususnya. 
Setelah melalui pengkajian, maka pada hari Ahad tanggal 19 Rabiul Awal 
1422 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 2001 M diadakan rapat atas kuasa 
Pengurus Yayasan /Pengurus Besar As’adiyah Sengkang untuk membicarakan 
pembentukan BMT As’adiyah. Dalam rapat tersebut, disepakati 
pembentukan/pendirian Baitul Maal wat Tamwil (BMT) As’adiyah dengan pendiri 
utama Yayasan/Pengurus Besar As’adiyah Sengkang dengan modal penyertaan 
awal (simpanan pokok) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ditetapkan 50 
orang sebagai anggota pendiri dengan modal penyertaan awal (simpanan pokok) 
masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Di samping itu, ditetapkan 
juga bahwa peserta rapat atas atas kuasa Yayasan As’adiyah/PB As’adiyah selaku 
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pendiri utama ditunjuk untuk pertama kalinya menjadi pengurus BMT As’adiyah 
Sengkang.  
Para pendiri dan pengurus BMT As’diyah yang terpilih mengadakan 
beberapa kali rapat, akhirnya pada rapat kelima telah berhasil merumuskan 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BMT As’adiyah yang merupakan 
pedoman operasional BMT As’adiyah Sengkang. 
Di samping itu, untuk mengelola dan mengembangkan modal awal Baitul 
BMT As’adiyah yang telah terkumpul sebanyak Rp. 28.750.000,- (dua puluh 
delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pengurus yang terpilih 
mengangkat manajer/pengelola yang pada awalnya hanya 5 orang. 
Pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2001 BMT As’adiyah Sengkang 
diresmikan oleh Bupati Wajo Drs. H. Naharuddin Tinulu disaksikan oleh 
Pengurus Besar As’adiyah dan Badan Pengurus Harian Yayasan As’adiyah 
Sengkang. Pengurus PINKUB Provinsi Sulawesi Selatan serta tokoh-tokoh agama 
dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kota Sengkang. Dengan peresmian 
tersebut, BMT As’adiyah Sengkang secara resmi beroperasi di Jl. Jenderal 
Sudirman No. 48 Sengkang untuk menjalankan usaha yang berbasis ekonomi 
kerakyatan dan berpolakan syariah dalam menggali dan menumbuhkembangkan 
serta memberdayakan ekonomi umat terhadap himpitan sistem spekulasi dan 
paraktek-praktek ribawi atau rentenir. 
Dengan melalui upaya dan kerja keras para pengelola dan pengurus  dari 
tahun ketahun untuk membenahi diri baik dari segi kinerja, manajemen organisasi, 
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dan kelembagaan maupun dari segi manajemen usaha dengan melalui ekspansi 
usaha, maka BMT As’adiyah mampu menempatkan diri pada posisi strategis dan 
produktif sehingga mampu menjawab tuntutan kebutuhan anggota pada 
khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya. Namun beberapa tahun 
kemudian Kantor BMT  As’adiyah Sengkang berpindah alamat dari Jl. Jenderal 
Sudirman No. 48 Sengkang ke Jl. Veteran No. 46 Sengkang (Kompleks As’adiyah 
Lapongkoda). 
Dalam sejarah perjalanan BMT As’adiyah mulai dari awal berdirinya 
sampai saat ini, telah berhasil membuka dua unit pelayanan yakni; pertama, Unit 
Pelayanan Kas Kompleks Mesjid Jami tepatnya di Jl. KH. M. As’ad Sengkang 
yang mulai beroperasi pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2008, dan kedua, Unit 
Pelayanan Kas Kompleks Lapongkoda yang mulai beroperasi pada hari Sabtu 
tanggal 2 Mei 2009 di Jl. Veteran Sengkang. Beberapa tahun kemudian Unit 
Pelayanan Kas Kompleks Lapongkoda di pindahkan ke Jl. Bau Mahmud No. 35 
Sengkang. 
Setelah BMT As’adiyah berusia 10 tahun barulah mampu memiliki 
gedung sendiri yang berlantai dua di Jl. Andi Magga Amirullah No. 138 
Sengkang, dan mulai ditempati pada hari Ahad tanggal 21 Agustus 2011 sebagai 
Kantor Pusat BMT As’adiyah yang sebelumnya di Kompleks As’adiyah 
Lapongkoda Jl. Veteran No. 46 Sengkang. Kemudian kantor Unit Pelayanan Kas 
di Jl. Bau Mahmud No. 35 Sengkang dipindahkan ke Kompleks As’adiyah 
Lapongkoda Jl. Veteran No. 46 Sengkang, sedangkan kantor unit pelayanan kas 
kompleks mesjid Jami pindah ke samping mesjid Jami Jl. KH. M. As’ad No. 15 
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Sengkang. Namun tidak lama kemudian pada awal tahun 2014 unit pelayanan kas 
kompleks mesjid Jami dipindahkan ke depan mesjid Jami Sengkang Jl. KH. M. 
As’ad Sengkang. 
b. Kondisi BMT As’adiyah Sengkang 
Kondisi BMT As’adiyah Sengkang sampai pada akhir bulan Desember 
2014 setelah tahun buku sebagai berikut: 
No. Komponen 
Lembaga 
Keuangan 
Unit Usaha Sektor Riil 
Total Tanah Kavling/ 
BTN/ Gedung 
As'adiyah 
Mart & Cuci 
Mobil dan 
Motor 
1  Pengelola 30 orang 7 orang  6 orang   43 orang 
2  Pengawas 6 orang      6 orang  
3  Pengurus  5 orang     5 orang  
4 
 Anggota  
 Pendiri  50 orang     50 orang 
5 
 Anggota  
 pesaham  300 orang  98 orang 45 orang  443 orang 
6 
 Anggota     
penabung  9.703 orang     9.703 orang 
7 
 Anggota  
pembiayaan  306 orang     306 orang 
8  Aset  26.488.670.482  27.188.595.938 828.695.683  54.505.962.103  
9  Modal  3.478.868.378  1.2220.725.000 922.345.494  5.621.938.872  
10 
 Pinjaman 
dana  3.179.498.111  10.644.224.000 904.125.000  14.727.847.111 
11  Tabungan  19.342.687.164     19.342.687.164 
12 
 O/S 
Pembiayaan  17.373.908.859     17.373.908.859 
13  Pendapatan  4.634.102.852   66.079.483  4.700.182.335  
14  Biaya  3.830.195.885    44.654.041 3.874.849.926 
15  SHU  803.906.967    21.425.442 825.332.409 
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Sementara kinerja Baitul Maal wat Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang 
sejak awal berdirinya atau beroperasinya pada tanggal 21 Agustus 2001 sampai 
saat ini mengalami pertumbuhan dan kemajuan atau peningkatan yang cukup 
menggembirakan, hal ini terbukti karena: 
1) Jumlah anggota yang pernah menabung sampai saat ini sebanyak 10.053 
orang; 
2) Jumlah anggota pembiayaan yang sudah terlayani sampai saat ini sebanyak 
5.480 orang; 
3) Jumlah tabungan yang sudah masuk dari anggota sampai saat ini sebanyak 
Rp. 41.988.381.532,-; 
4) Jumlah pembiayaan yang sudah disalurkan kepada anggota sampai saat ini 
sebanyak Rp. 459.591.649.802,-; 
5) Modal awal hanya Rp. 28.750.000,- dan saat ini asetnya telah mencapai 
54,5 milyar lebih secara keseluruhan, namun khusus lembaga keuangan 
telah mencapai 26,4 milyar lebih; 
6) Pengelola pada awalnya hanya 6 orang yang terdiri dari 5 orang yang 
berstatus pengelola tetap dan 1 orang berstatus pengelola tidak tetap, saat 
ini sudah berjumlah 48 orang pengelola yang terdiri dari 29 orang 
pengelola tetap dan 19 orang pengelola tidak tetap; 
7) Operasionalnya menggunakan SOP PINBUK dan software PT ISSI 
Bandung. 
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Kondisi BMT As’adiyah yang demikian itu disebabkan oleh beberapa 
faktor baik yang berhubungan dengan pendiri, pengurus, para pengelola maupun 
para anggota/nasabah yaitu: 
a) Komitmen yang tinggi dari para pendiri, pengurus, dan para pengelola. 
b) Pengelolaan yang berdasarkan pada prinsip-prisip syariah. 
c) Kemampuan manajemen dan skill para pengelola dan pengurus. 
d) Kemampuan memelihara kepercayaan para anggota/nasabah. 
e) Kemampuan menghimpun dana dengan pendekatan-pendekatan Islami dan 
manusiawi. 
f) Kemampuan memelihara ukhwah Islamiyah diantara pengurus, pengelola, 
dan anggota. 
Dalam menjalankan usaha penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan 
dan usaha sektor riil BMT As’adiyah Sengkang menggunakan aturan sebagai 
berikut: 
1) Badan Hukum dengan nomor: 518/290/2/BH/KD-PKM tanggal 28 
Desember 2006. 
2) SITU dengan nomor: 503/106/PPD tanggal 9 Januari 2007 dan telah 
diperbaharui dengan nomor: 503/579/BPPTPM, tanggal 2 Juli 2012. 
3) TDP dengan nomor: 201926200219 tanggal 28 Desember 2006, dan telah 
diperbaharui dengan nomor: 2019001280, tanggal 2 Juli 2012. 
4) SIUP dengan nomor: 1701/21-19/PK-KOP/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 
dan telah diperbaharui dengan nomor: 3763-1701/21-19/PK-
KOP/VI/2012, tanggal 2 Juli 2012. 
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5) HO dengan nomor: 503/354/BPPTPM, tanggal 2 Juli 2012. 
6) NPWP dengan nomor: 02.153.701.4-808.000, tanggal 12 Juli 2012. 
BMT As’adiyah Sengkang telah menjalin hubungan atau bermitra dengan 
beberapa lembaga yang mendukung kemajuan dan perkembangan BMT 
As’adiyah yaitu: 
a) Yayasan As’adiyah Sengkang 
b) Yayasan Baitul Maal Wajo 
c) BPD Sulselbar Syariah Cabang Sengkang 
d) Bank Muamalat Indonesia (BMI) Makassar 
e) Bank Syariah Mandiri Cabang Sengkang 
f) Bank BRI Sengkang 
g) Bank BNI Syariah Makassar 
h) Bank BRI Syariah Makassar 
i) Kementerian Negara Perumahan Rakyat RI melalui Prog. Subsidi 
Perumahan Rakyat Syariah 
j) PT. Jamsostek (Persero) Makassar 
k) Asuransi Syariah Tafakul Makassar 
l) Asuransi Syariah Mubarakah Makassar 
m) INKOPSYAH BMT Jakarta 
n) PUSKOPSYAH Makassar 
o) BUNGKESMAS Makassar 
p) BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) 
Watampone 
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q) PINKUB Kabupaten, PINKUB Provinsi, dan PINKUB Pusat. 
r) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Wajo 
s) BMT se-Kabupaten Wajo 
t) STAIN Watampone. 
Dengan adanya hubungan kerja sama dengan lembaga tersebut, maka 
BMT As’adiyah Sengkang menjalankan kegiatan usaha dalam 2 (dua) bentuk 
yaitu: 
1. Kegiatan bidang usaha keuangan 
a. Menggalang dana tabungan/simpanan 
b. Menyalurkan pembiayaan dan dana ZIS 
c. Usaha lain yang menghasilkan keuntungan sesuai dengan yang telah 
ditargetkan 
2. Kegiatan sektor riil 
a. Jual beli tanah kavling di Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, dan 
Kabupaten Gowa 
b. Jual beli perumahan/BTN di Sengkang Kabupaten Wajo dan di Kota 
Watampone Kabupaten Bone 
c. Penyewaan gedung Assa’adah dan soun sistem 
d. Kemasan air gelas. 
Kegiatan-kegiatan tersebut, ada yang berbentuk kegiatan sosial dan ada 
pula yang berbentuk kegiatan ekonomi yaitu: 
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1. Kegiatan sosial 
a. Menerima dan menghimpun dana ZIS 
b. Menyalurkan dana ZIS 
c. Mengadakan pengajian ekonomi syariah. 
2. Kegiatan ekonomi 
a. Menghimpun dan memobilisasi dana 
b. Menyalurkan pembiayaan 
Sementara dalam operasionalnya, kegiatan usaha BMT As’adiyah 
Sengkang dilakukan dalam dua bentuk atau sistem yaitu: 
a. Sistem bagi hasil 
b. Sistem penetapan harga. Untuk sistem penetapan harga berlaku untuk 
barang dagangan, barang produksi, dan jasa pelayanan. 
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c. Struktur Organisasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) As’adiyah 
Sengkang 
BMT As’adiyah Sengkang memiliki struktur organisasi sebagai berikut: 
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Adapun nama yang tertera dalam bagan struktur organisasi Baitul Maal 
wat Tamwil (BMT) As’adiyah tersebut adalah: 
1. Dewan pendiri BMT As’adiyah 
a. Pendiri utama Yayasan/PB As’adiyah Sengkang 
b. Anggota pendiri sebanyak 50 orang yaitu: 
1) H. Syamsuddin Bahar   19) Drs.H.A.Syahrulyali, M.Ag 
2) H. Andi Panaungi   20) Dra. Hj. Andi Ati Padampe 
3) Drs. H. Naharuddin Tinulu  21) Drs.M.Abduh Sulaeman, SH.MH 
4) H. Andi Asmidin   22) Dra. Andi Jasri Abduh 
5) Drs. H. M. Ilyas Salewe  23) Dra.H.St.Aminah Adnan, M.Ag 
6) Drs. KH. Abunawas Bintang  24) H. Baharuddin, HB 
7) Drs. KH. Muhammad Hasan  25) Hj. Penting Panaungi 
8) Drs. KH. M. Ali Pawellangi  26) Drs.H.M.Syuaeb Nawang 
9) Drs. H. Abd. Gaffar Ege  27) Drs.H.M.Rafly Rasyid, M.HI 
10) H. M. Yunus Naru, Sm.Hk  28) Drs. Muh. Yunus, HS 
11) Zulmubin Ali Naru   29) Drs.H.M.Yunus Panreseng,M.Ag 
12) Zulfikar Naru, SH   30) Drs. M. Arsyad Abduh 
13) H. Safriani    31) Drs. H. Bisfain, HMS 
14) H. Abd. Rasyid   32) Drs.H.Aminuddin Ya’kub, S.Pd,I 
15) Drs. H. Tanwalinono, MS  33) H. Idris Panaungi 
16) H. Abd. Kadir    34) Drs.H.M.Tahir Usman 
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17) H. Muh. Yunus Panaungi, SH 35) Arfuddin B, S.Ag 
18) H. Baso Panna   36) Drs. H. Muhrim Saraka 
37) M. Rafiuddin Sahaka, S.Ag  44) Drs. H. Sulaeman Abdullah 
38) Andi Ahyar Sulaeman   45) Drs. Muhtar, HMS 
39) Dra. Andi Nur Alam Hafid  46) Hj. Umrati, S.Ag, M.Pd  
40) Drs. Andi Jolo Hafid   47) Drs. H. M. Jafar Aras, M.Ag 
     41) M. Nurdin Jamil, S.Ag  48) M.Amir Muhadi, S.Ag, M.Pd 
42) Jamaluddin Arsyad, S.Ag  49) Sumardi Arifin, S.Pd. I 
43) Prof.Dr.H.M.Yunus Martan,MA 50) Dg. Masalle. 
2. Dewan Pengawas BMT As’adiyah Sengkang 
Dalam menjalankan usaha agar tetap sesuai dengan visi, misi, fungsi, dan 
tujuan serta berjalan sesuai prinsip syariah maka dibentuk dewam pengawas yaitu: 
1. Periode 2001 s/d 2003 yaitu: 
1) Drs. KH. Abunawas Bintang 
2) Drs. KH. Muh. Ilyas Salewe 
3) Drs. KH. Muhammad Hasan 
4) Drs. KH. M. Ali Pawellangi 
5) Drs. H. Muh. Yunus Pasanreseng 
2. Periode 2004 s/d 2007 yaitu: 
1) Kepala Kantor Koperasi Kabupaten Wajo 
2) H. M. Yunus Panaungi, SH 
3) Drs. KH. Abunawas Bintang 
4) Drs. KH. M. Ali Pawellangi 
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5) Drs. KH. M. Riyadhi Hamdah 
3. Periode 2008 s/d 2010 yaitu: 
1) Drs. KH. Abunawas Bintang sebagai ketua 
2) Drs. H. Muh. Yunus Pasanreseng sebagai sekretaris 
3) Drs. KH. M. Ali Pawellangi sebagai anggota 
4) Drs. H. M. Abduh Sulaeman, SH. MH sebagai anggota 
5) Drs. H. Andi Syahrulyali Razak, M.Ag 
4. Periode 2011 sampai sekarang yaitu: 
1) Pengawas syariah: 
a) Ketua  : Drs. KH. Abunawas Bintang 
b) Sekretaris : Drs. H. M. Yunus Pasanreseng 
c) Anggota : - Drs. KH. M. Ali Pawellangi 
  - KM. Nurdin Martan, S. Ag. 
   - Drs. H. Andi Syahrulyali Razak, M. Ag. 
 2)  Pengawas keuangan :  Drs. H. M. Abduh Sulaeman, SH.,MH. 
 3)  Pengawas manajemen/operasional : Arman Antong.  
3. Dewan Pengurus BMT As’adiyah Sengkang 
Sejak awal berdirinya BMT As’adiyah Sengkang sampai saat ini telah 
terjadi beberapa kali pergantian dewan pengurus diantaranya: 
1. Periode 2001 s/d 2003 dengan struktur sebagai berikut: 
1) Ketua  : Drs. H. Andi Syahrulyali Razak 
2) Wakil ketua : H. M. Yunus Panaungi 
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3) Sekretaris  : Drs. M. Abduh Sulaeman, SH.,MH. 
4) Wakil sekretaris : Drs. H. Bisfain, HMS 
5) Bendahara  : H. Andi Panaungi 
6) Anggota  : H. Baharuddin, H 
: H. Baso Panna 
: H. M. Yunus Naru, Sm.Hk 
: H. Abd. Kadir 
2. Periode 2004 s/d 2007 dengan struktur sebagai berikut: 
1) Ketua  : Drs. H. M. Rafiy Rasyid, M. HI. 
2) Wakil ketua : H. Baso Panna 
3) Sekretaris  : H. M. Idris Panaungi, SE 
4) Wakil sekretaris : Drs. H. Bisfain, HMS 
5) Anggota   : H. M. Yunus Naru, SH 
: Drs. H. M. Syuaeb Nawang 
: Drs. H. Amiruddin Ya’kub, S. Pd. I 
 
3. Periode 2008 s/d 2010 dengan struktur sebagai berikut: 
1) Ketua  : Drs. H. M. Rafi’I Rasyid, M. HI  
2) Sekretaris  : Drs. H. Amiruddin Ya’kub, S. Pd. I 
3) Bendahara  : Drs. H. M. Syuaeb Nawang 
4) Anggota  : H. M. Yunus Naru, SH 
: Drs. H. Muh. Harta, M. Ag. 
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4. Periode 2011 sampai sekarang dengan struktur sebagai berikut: 
1) Ketua  : Drs. H. M. Rafi’I Rasyid, M. HI  
2) Sekretaris  : Drs. H. Amiruddin Ya’kub, S. Pd. I 
3) Bendahara  : Drs. H. M. Syuaeb Nawang 
4) Anggota  : H. M. Yunus Naru, SH 
: Drs. H. Muh. Harta, M. Ag 
4. Dewan Pengelola  BMT As’adiyah Sengkang 
Adapun pengelola BMT As’adiyah Sengkang sejak awal didirikannya 
sampai saat ini telah mengalami penambahan atau perubahan yang disesuaikan 
dengan pertumbuhan dan perkembangan asset BMT As’adiyah yakni: 
1. Periode 2001 s/d 2003 dengan struktus sebagai berikut: 
1) Drs. H. M. Jafar Aras, M. Ag. Sebagai manajer umum 
2) Drs. Andi Jolla Hafid sebagai manajer bagian pembiayaan 
3) Muhammad Nurdin Jamil, S. Ag. Sebagai manajer bagian penggalangan 
dana. 
4) Hj. Umrati, S. Ag., M. Pd. Sebagai mmanajer bagian adinistrasi dan 
keuangan/pembukuan. 
5) Kasmawati, S. Ag. Sebagai kasir/teller 
6) Sumardi Arifin, S. Pd. I. sebagai staf umum dengan status pengelola tidak 
tetap 
2. Periode 2004 s/d 2007 dengan struktur sebagai berikut: 
1) Drs. H. M. Jafar Aras, M. Ag. Sebagai manajer umum 
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2) Drs. Andi Jolla Hafid sebagai manajer bagian pembiayaan 
3) Muhammad Nurdin Jamil, S. Ag. Sebagai manajer bagian penggalangan 
dana. 
4) Hj. Umrati, S. Ag., M. Pd. Sebagai manajer bagian adinistrasi dan 
keuangan/pembukuan. 
5) Sri Maryunifa Yusuf, S. Ag. Sebagai kasir/teller 
6) Sumardi Arifin, S. Pd. I.  sebagai staf umum. 
3. Periode 2008 s/d 2010 dengan struktur sebagai berikut: 
1) Drs. H. M. Jafar Aras, M. Ag. Sebagai manajer umum 
2) Sumardi Arifin, S. Pd. I. sebagai manajer bagian pembiayaan 
3) Muhammad Nurdin Jamil, S. Ag. Sebagai manajer bagian penggalangan 
dana. 
4) Asrianti Burhan sebagai manajer administrasi dan keuangan/pembukuan. 
5) Sri Maryunifa Yusuf, S. Ag. Sebagai kasir/teller. 
6) Anugrah Amin sebagai staf umum. 
4. Periode 2011 sekarang dengan struktur sebagai berikut: 
1) Drs. H. M. Jafar Aras, M. Ag. Sebagai manajer eksekutif 
2) Muh. Yunus Rauf, SE sebagai manajer operasional  
3) Syaifuddin Syamsuddin, S. Pd. I. sebagai manajer pembiayaan 
4) Suhaeni Usman sebagai manajer bagian penggalangan dana  
5) Asrianti Burhan sebagai manajer bagian adminstrasi dan 
keuangan/pembukuan. 
6) Sri Maryunifa Yusuf, S. Ag. Sebagai kasir/teller dikantor pusat. 
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7) Besse Arisa Fanongi, SE. sebagai kasir/teller di unit pelayanan kas di 
kompleks Masjid Jami.  
8) Eva Milasari Rahman, A. Md. Sebagai kasir/teller di unit pelayanan kas 
Lapongkoda dan dibantu oleh Ayu Andira Sukirman, S. Pd. I. 
9) H. Muhaimin Ali, Lc. Sebagai manajer sektor riil As’adiyah Mart dan 
cuci mobil/motor. 
10) Unit usaha sektor riil tanah kavling/perumahan ditangani langsung oleh 
pengurus sektor riil. 
d. Visi dan Misi BMT As’adiyah Sengkang 
1. Visi  
Adapun visi BMT As’adiyah Sengkang adalah “Berekonomi secara 
syariah bagian dari ibadah.” 
2. Misi 
Adapun misi BMT As’adiyah Sengkang adalah “Menerapkan prinsip 
syariah dalam berekonomi, memberdayakan ekonomi umat, dan mengorganisir 
keuangan umat berdasarkan prinsip syariah.” 
Sejalan dengan visi dan misi tersebut, BMT As’adiyah dalam menjalankan 
usaha selalu berupaya agar tujuannya dapat tercapai. Adapun tujuan BMT 
As’adiyah yang akan dicapai yaitu: 
1) Menyediakan pendanaan bagi umat Islam yang sesuian dengan prinsip 
syariah sehingga kegiatan umat dapat terhindar dari praktik riba. 
2) Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktivitas ekonomi. 
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3) Melakukan aktivitas ekonomi dengan jujur, komunikatif, dipercaya, dan 
professional untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya 
dan kemajuan umat pada umumnya. 
4) Mengarahkan potensi keuangan umat untuk digunakan kepada pengusaha 
muslim pada khususnya dan kemajuan umat Islam pada umumnya. 
5) Menjadi BMT yang priduktif dan sesuai prinsip syariah serta menjadi 
salah satu sumber pendanaan yang kuat dan prospektif bagi pondok 
pesantren As’adiyah. 
C. Pengelolaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang 
BMT As’adiyah Sengkang merupakan lembaga keuangan mikro syariah. 
Dalam operasionalnya BMT As’adiyah Sengkang dapat menjalankan usaha 
penggalangan dana dan penyaluran pembiayaan kepada anggota atau para nasabah 
mendapat pengawasan dewan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
Adapun produk yang ditawarkan kepada anggota atau nasabah yaitu: 
1) Produk tabungan 
Produk tabungan yang ditawarkan oleh BMT As’adiyah Sengkang kepada 
anggota atau nasabah berupa wakaf tunai dan tabungan sukarela. Wakaf tunai 
adalah tabungan anggota atau nasabah dengan mendapatkan bagi hasil, namun 
bagi hasil itu diserahkan kepada BMT As’adiyah untuk menyalurkannya kepada 
kaum dhu’afa. Sedangkan tabungan sukarela yaitu tabungan anggota/nasabah 
yang dapat ditarik kapan saja sesuai dengan jenis dan ketentuannya, serta 
mendapatkan bagi hasil sesuai yang telah disepakati antara pihak BMT dengan 
anggota/nasabah, adapun jenis tabungan sukarela tersebut diantaranya: 
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a. Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA) 
b. Tabungan Pendidikan  (TADIKA) 
c. Tabungan Berjangka (TAJAKA) 
d. Tabungan Haji/umrah Terwujud (TAHAJUD) 
e. Tabungan Qurban.1 
Namun, Asrianti menjelaskan bahwa di BMT As’adiyah Sengkang produk 
tabungan yang digunakan pada umumnya hanya tabungan sukarela berupa 
tabungan mandiri sejahtera (TAMARA) dan tabungan berjangka (TAJAKA), 
karena pengelola hanya menjelaskan kepada nasabah bahwa secara umum 
tabungan tersebut sebenarnya sama kecuali tabungan berjangka. Sehingga 
masyarakat juga pada umumnya mengetahuinya seperti itu karna, masyarakat di 
Sengkang pada umumnya merupakan masyarakat yang memiliki gaya hidup  yang 
tradisional sehingga tidak terlalu kritis dan lebih mengutamakan hidup secara 
kekeluargaan.
2
 
Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa tabungan sukarela merupakan 
tabungan yang bisa diambil kapan saja, kecuali tabungan berjangka (TAJAKA) 
karena tabungan berjangka tidak bisa diambil kapan saja, sesuai dengan formulir 
yang di isi dengan pilihan bisa diambil setelah 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan.
3
 Adapun 
pengelolaan dari tabungan tersebut ialah mendapat bagi hasil dari BMT As’adiyah 
                                                          
1
Sumber data: Kantor Pusat BMT As’adiyah Sengkang.  
2
 Asrianti, PLT Manager Operasional BMT As’adiyah, wawancara, Sengkang, 16 April 
2017. 
3
 Asrianti, PLT Manager Operasional BMT As’adiyah, wawancara, Sengkang, 16 April 
2017. 
 
77 
 
tergantung banyaknya tabungan yang disimpan oleh nasabah dan keuntungan 
yang didapatkan oleh BMT As’adiyah namun, berbeda dengan tabungan 
berjangka karena tabungan berjangka mendapat bagi hasil yang lebih besar dari 
pihak BMT dibanding tabungan biasa. Adapun sistem yang dipakai oleh pihak 
BMT As’adiyah Sengkang dalam menarik minat masyarakat untuk menabung di 
BMT As’adiyah Sengkang ialah dengan menggunakan sistem jemput bola. 
Sistem jemput bola yang dimaksud seperti yang dijelaskan oleh Asrianti 
bahwa pihak BMT As’adiyah Sengkang terjun ke lapangan untuk menjemput 
tabungan para nasabah atau anggota BMT sehingga masyarakat dengan mudah 
untuk menabung tanpa harus meninggalkan tempat tinggalnya/kerjanya.
4
 
Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk membuka rekening 
tabungan sebagai berikut: 
- Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening tabungan 
- Menabung minimal Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) bagi tabungan biasa 
- Menabung minimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) bagi tabungan 
berjangka.
5
 
 
2) Produk pembiayaan 
Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 pasal 1 
ayat 25 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 
                                                          
4
 Asrianti, PLT Manager Operasional BMT As’adiyah, wawancara, Sengkang, 16 April 
2017.  
5
 Sumber data: Kantor Pusat BMT As’adiyah Sengkang. 
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dengan itu berupa transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam 
meminjam, dan kesepakatan antara bank syariah/UUS dan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai/diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau 
bagi hasil. 
Adapun produk pembiayaan BMT As’adiyah Sengkang yang ditawarkan 
kepada anggota/nasabah yaitu: 
a. Al-Murabahah (MBA), yaitu pembiayaan akad jual beli dengan 
pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungannya) sesuai 
kesepakatan antara anggota/nasabah dengan BMT As’adiyah. 
b. Al-Musyarakah (MSA), adalah pembiayaan dengan akad kerjasama 
(syirkah) dimana BMT As’adiyah dan anggota atau nasabah membiayai 
usaha dengan penyertaan manajemen BMT As’adiyah di dalamnya. 
c. Al-Qardul Hasan, adalah pembiayaan yang tidak mengambil keuntungan 
dari anggota atau nasabah, yang hanya mengembalikan pokok pinjaman 
sehingga biasa disebut pinjaman kebajikan. 
d. Al-Mudharabah (MDA), adalah pembiayaan dengan akad kerjasama 
(syirkah) dimana BMT As’adiyah Sengkang dan anggota atau nasabah 
membiayai usaha tanpa penyertaan manajemen BMT As’adiyah. 
e. Ar-Rahn (gadai syariah), adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak 
yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu yang tersebut.
6
 
Atau menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman 
                                                          
6
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 
Fiqih Islam wa Adillatuhu 6 (Jakarta: Gema Insani: 2011),  h. 107.  
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yang diterimanya dan pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk 
mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 
f. Al-Ijarah (sewa), adalah pembiayan dengan sistem menarik sewa dimana 
BMT As’adiyah Sengkang membayarkan sewa barang/jasa kepada 
pemilik, dan nasabah membayar dalam bentuk cicilan atau kes tunda 
kepada lembaga ditambah keuntungan sesuai yang disepakati.
7
 
Menurut Saifuddin dari ketujuh produk pembiayaan BMT As’adiyah 
Sengkang, sekitar 99 % produk pembiayaan yang digunakan di BMT As’adiyah 
Sengkang adalah pembiayaan murabahah (jual beli).
8
 
Adapun alasan produk pembiayaan akad murabahah lebih diutamakan di 
BMT As’adiyah Sengkang karena, salah satu keunggulan pembiayaan akad  
murabahah  ialah jelasnya harga pokok dan margin yang disepakati oleh para 
pihak, jika dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti mudharabah dan 
musyarakah. 
 Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual 
menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga 
pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau 
keuntungan dalam jumlah tertentu. Definisi lain murabahah adalah jual beli 
                                                          
7
 Sumber data: Kantor Pusat BMT As’adiyah Sengkang. 
8
 Saifuddin, Manager Pembiayaan BMT As’adiyah, wawancara, Sengkang, 20 April 
2017. 
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barang pada harga asal dengan keuntungan yang disepakati.
9
 Untuk lebih jelas 
berikut bagan mengenai transaksi pembiayaan murabahah. 
 
Dari bagan di atas menjelaskan alur akad murabahah  terjadi melalui 
beberapa tahapan yakni: 
1. Bank/BMT melakukan negosiasi dengan nasabah/anggota 
2. Melakukan akad murabahah 
3. Bank/BMT memesan dan membeli pada supplier/produsen 
4. Barang diserahkan kepada nasabah/anggota 
5. Pembayaran dilakukan oleh nasabah/anggota kepada bank/BMT.10 
Dapat dilihat bahwa akad murabahah yang sering terjadi seperti yang telah 
dijelaskan bagan di atas. Dalam murabahah penjual (Bank/BMT) harus 
                                                          
9
 Wirdiyaningsih, dkk; Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Cet. II; Jakarta: Bumi 
Aksara, 2006), h. 106. 
10
 Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia (Cet. III: Jakarta: Salemba Empat, 2014), 
h. 177. 
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memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan 
sebagai tambahannya.
11
 
Namun, akad murabahah yang diterapkan di BMT As’adiyah Sengkang 
berbeda dengan yang terjadi pada bagan di atas,  sebagaimana yang dijelaskan 
oleh Syaifuddin bahwa pihak BMT As’adiyah Sengkang hanya melakukan akad 
kemudian menyerahkan uang untuk membeli barang yang diinginkan 
nasabah/anggota kepada pihak yang BMT wakalahkan, bukan pihak Baitul BMT 
yang membeli barang yang diinginkan nasabah, seperti yang ada pada bagan di 
atas. Pihak penerima wakalah yang dimaksud disini bukan hanya nasabah/anggota 
pembiayaan namun, bisa pihak lain seperti keluarga dan teman. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:    
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
11
 Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia , h. 174. 
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1.NEGOSIASI 
 
 
2.AKAD JUAL BELI 
                                                                                                                                         
BANK/BMT                                                                                                 NASABAH/ANGGOTA 
6.BAYAR 
3..MEMBERI                                                                                                               5.  MENGIRIM 
      WAKAKAH                                                                                                                                    BARANG 
 
PIHAK LAIN                                                                                                          SUPLIER 
(KELUARGA/TEMAN dll)                                        
                                                                  4. MEMBELI BARANG 
 
Wakalah artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Akad 
wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam 
hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan 
contohnya shalat, puasa, bersuci, qishash, talak, dan lain sebagainya.
12
 
Adapun alasan BMT As’adiyah Sengkang dalam menerapkan pembiayaan 
akad murabahah dengan memakai sistem wakalah menurut Saifuddin dikarenakan 
adanya kekhawatiran yang tinggi dari pihak BMT As’diyah Sengkang terhadap 
hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari misalnya, pemenuhan barang yang 
tidak sesuai dengan permintaan nasabah/anggota yang dapat mengakibatkan 
                                                          
12
 Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia, h. 253. 
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kepercayaan masyarakat berkurang kepada BMT As’adiyah Sengkang, sehingga 
akan berdampak kembali kepada pihak BMT. 
13
 
Asrianti menambahkan bahwa jika nasabah/anggota yang membeli sendiri 
barang yang diinginkan maka, dapat meminimalisir resiko-resiko yang akan 
terjadi dikemudian hari bagi kedua pihak.
14
 
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil 
(BMT) As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo 
Pengelolaan BMT As’adiyah Sengkang berdasarkan produk yang ada di 
BMT As’adiyah terbagi menjadi dua yaitu pengelolaan prduk tabungan dan 
pengelolaan produk pembiayaan. Pengelolaan produk tabungan yang ada di BMT 
As’adiyah jika ditinjau dari segi hukum Islam sudah sesuai dengan hukum Islam 
karena dalam pengelolaannya menggunakan sistem bagi hasil. Namun, 
pengelolaan produk pembiayaan yang ada di BMT As’adiyah khususnya dalam 
pembiayaan murabahah sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa dalam 
penerapannya di BMT As’adiyah menggunakan akad wakalah sehingga perlu 
ditinjau lebih dalam dari segi hukum Islam. 
 
 
                                                          
13
 Saifuddin, Manager Pembiayaan BMT As’adiyah, wawancara, Sengkang, 20 April 
2017. 
14
 Asrianti, PLT Manager Operasional BMT As’adiyah, wawancara, Sengkang 16 April 
2017. 
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Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa’/4: 29 
                         
                       
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu. 
Al-Quran melalui ayat tersebut telah menjelaskan bahwa jual beli tidak 
boleh dilakukan dengan unsur paksaan. Jual beli harus dilakukan dengan 
memenuhi unsur kerelaan dan suka sama suka diantara penjual dan pembeli. 
Adapun penjelasan murabahah menurut 4 mazhab yaitu menurut mazhab 
Malikiyah murabahah adalah jual beli dimana pemilik barang menyebutkan harga 
beli barang tersebut, kemudian ia mengambil keuntungan dari pembeli secara 
sekaligus dengan mengatakannya kepada pembeli. Menurut mazhab Hanafi 
murabahah adalah pemindahan sesuatu yang dimiliki dengan akad awal dan harga 
awal disertai tambahan keuntungan. Menurut mazhab Syafi’I dan Hanbali 
murabahah adalah jual beli dengan harga pokok atau harga perolehan penjual 
ditambah keuntungan satu dirham pada setiap sepuluh dinar.
15
 
                                                          
15
 http://www.infosyariah.com/2016/09/definisi-murabahah-menurut-imam-4-
mazhab.html (16 Juni 2017) 
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Wakalah dibolehkan berdasarkan Al-quran, sunnah, dan ijma.
16
 Dalil dari 
Al-quran  adalah firman Allah ketika menceritakan tentang Ashhabul Kahfi, QS. 
Al-Kahfi/18:19.
17
 
                              
                             
                      
       
Terjemahnya: 
Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di 
antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah 
berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada 
(disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu 
lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah 
salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang 
perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, 
maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia 
berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu 
kepada seorangpun.
18
 
Dan di dalam kaitan ini banyak dijumpai hadits-hadits yang dapat 
dijadikan landasan bolehnya wakalah, diantaranya: “Bahwasannya Rasulullah 
saw., mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya 
mengawini Maimunah r.a.” Dan terbukti pula bahwa Rasulullah mewakilkan 
                                                          
16
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 
Fiqih Islam wa Adillatuhu 5 (Jakarta: Gema Insani: 2011),  h. 593. 
17
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 (Cet. 7; Bandung: PT Al-Ma’arif Bandung, 1997), h. 56-
57.  
18
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Syaamil Quran), h. 295. 
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dalam menetapkan had dan membayarnya, mewakilkan didalm mengurus 
untanya, membagi kandang dan kulitnya dan lain-lain.
19
 
Adapun dari ijma, maka para imam telah sepakat tentang kebolehan 
wakalah, disamping adanya kebutuhan orang-orang terhadapnya, karena 
seseorang kadang tidak mampu melaksanakan semua keperluannya. Oleh karena 
itu, wakalah dibolehkan karena ia merupakan salah satu bentuk tolong-menolong 
dalam kebaikan dan ketakwaan.
20
 
Akad murabahah juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah dalam bab IV bagian ke 7 pasal 119 menjelaskan bahwa: 
“Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari 
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara 
prinsip sudah menjadi milik penjual.” 
 Dari pasal tersebut jelas bahwa dalam akad murabahah diperbolehkan 
menggunakan akad wakalah. 
Pembiayaan murabahah juga telah diatur dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000. 
Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah yaitu 
sebagai berikut: 
1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. 
                                                          
19
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13 (Cet. 7; Bandung: PT Al-Ma’arif Bandung, 1997), h. 56-
57.  
20
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 
Fiqih Islam wa Adillatuhu 5 (Jakarta: Gema Insani: 2011),  h. 595. 
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3) Bank membiayai sebagian atau seluruh pembelian barang yang telah 
disepakati kualifikasinya. 
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, 
dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian 
jika pembelian dilakukan secara utang. 
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 
dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank 
harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah 
berikut biaya yang diperlukan. 
7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
8) Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut pihak bank 
dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 
9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari 
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, 
secara prinsip menjadi milik bank. 
Berdasarkan penjelasan dari fatwa DSN  di atas jelas bahwa akad 
murabahah yang menggunakan akad wakalah bisa saja, sesuai dengan yang 
dijelaskan pada poin ke 9 (sembilan) namun, di BMT As’adiyah Sengkang selain 
akad wakalah yang sesuai dengan fatwa DSN, terdapat juga hal yang berbeda 
seperti yang dijelaskan di atas bahwa akad wakalah yang terjadi juga ditemui 
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penerima wakalah bukan pihak nasabah/anggota namun, ada pihak ketiga/pihak 
lain selain nasabah. 
Saifuddin juga menjelaskan bahwa akad wakalah tersebut terjadi di BMT 
As’adiyah Sengkang dikarenakan anggota/nasabah BMT sendiri yang 
menginginkannya, sehingga pengelola BMT As’adiyah Sengkang mengikuti 
keinginan anggota/nasabah selama hal tersebut mendatangkan kemaslahatan.
21
 
Namun, jika ditinjau dari segi rukun dan syarat wakalah pada umumnya 
maka kedua penerapan wakalah tersebut tidak masalah karena, rukun dan 
syaratnya terpenuhi. Rukun dan syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
a. Rukun akad wakalah 
Menurut para ulama mazhab Hanafi, rukun wakalah adalah ijab dan qabul. 
Ijab adalah dari muwakkil misalnya dengan berkata kepada orang lain, “Saya 
mewakilkan kepadamu untuk melakukanhal ini”, atau lakukanlah ini dan 
sejenisnya. Qabul dari wakil adalah dengan ucapan, “Saya menerimanya,” dan 
sejenisya. Qabul juga terlaksanadengan semua perbuatan yang menunjukkan 
adanya qabul tersebut, Ia tidak disyaratkan harus berupa perkataan, karena 
wakalah adalah pemberian izin dan penghapusan larangan dari orang lain untuk 
melakukan sesuatu.
22
 
Sedangkan, menurut jumhur ulama, wakalah mempunyai 4 rukun, yaitu 
orang yang mewakilkan (muwakkil), orang yang mewakili (wakil), sesuatu yang 
                                                          
21
Saifuddin, Manager Pembiayaan BMT As’adiyah, wawancara, Sengkang, 20 April 
2017. 
 
22
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 
Fiqih Islam wa Adillatuhu 5,  h. 591. 
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diwakilkan, dan sighah (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ijab dan 
qabul).
23
  
Adapun syarat akad wakalah yang dimaksud adalah sighah, kedua pihak 
pelaku, dan objek akad. Kedua pihak pelaku akad adalah orang yang mewakilkan 
dan orang menjadi wakil. Adapun wakil adalah semua orang yang boleh 
mewakilkan tindakan hukum untuk dirinya sendiri pada suatu urusan, dimana dia 
juga boleh menjadi wakil orang lain dalam urusan tersebut kecuali mewakili 
seseorang untuk melawan musuhnya.
24
 
Hikmah disyariatkannya wakalah sudah jelas, yaitu menjaga maslahat, 
memenuhi kebutuhan, dan menghilangkan kesulitan dari orang-orang.
25
  
                                                          
23
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 
Fiqih Isslam wa Adillatuhu 5,  h. 591. 
24
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 
Fiqih Islam wa Adillatuhu 5,  h. 595. 
25
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 
Fiqih Islam wa Adillatuhu 5,  h. 595. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan berbagai penjelasan dalam uraian bab perbab dari penelitian 
ini maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut ini: 
1. Pengelolaan di BMT As’adiyah Sengkang berdasarkan produk yang 
ada di BMT As’adiyah terbagi menjadi dua yaitu pengelolaan produk 
tabungan dan pengelolaan produk pembiayaan. Pengelolaan dalam 
produk tabungan di BMT As’adiyah Sengkang menggunakan sistem 
bagi hasil, dimana para nasabah mendapatkan bagi hasil dari BMT 
As’adiyah sesuai dengan jenis dan banyaknya tabungan 
nasabah/anggota dan keuntungan BMT As’adiyah. Adapun cara 
penggalangan dana yang dilakukan ialah dengan menggunakan sistem 
jemput bola, dimana pihak BMT As’adiyah terjun ke lapangan untuk 
menjemput tabungan para nasabah atau anggota BMT sehingga 
masyarakat dengan mudah untuk menabung tanpa harus meninggalkan 
tempat tinggalnya/kerjanya. Sedangkan pengelolaan dalam produk 
pembiayaan ialah karena di BMT As’adiyah Sengkang 99% 
menggunakan akad murabahah sehingga dalam pengelolaannya BMT 
As’adiyah Sengkang menggunakan sistem penetapan harga, dimana 
pihak BMT menetapkan harga dan keuntungan yang diperoleh. Dalam 
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penerapan akad murabahah yang terjadi di BMT As’adiyah Sengkang 
menggunakan akad wakalah sebagai akad pelengkapnya.   
2. Ditinjau dari segi hukum Islam pengelolaan BMT As’adiyah Sengkang 
sudah sesuai dengan syariat hukum Islam karena dalam 
pengelolaannya dalam produk tabungan menggunakan sistem bagi 
hasil dan dalam pengelolaan produk pembiayaan murabahah dengan 
penggunaan akad wakalah juga sudah sesuai dengan hukum Islam 
karena telah ada aturan yang mengaturnya baik itu dalam Al-quran, 
sunnah, ijma, kompilasi hukum ekonomi syariah, maupun fatwa DSN. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Pihak BMT As’adiyah Sengkang seharusnya dapat menggunakan akad 
sesuai dengan tujuannya. Jika ada anggota/nasabah ingin membeli 
barang namun tidak mampu membelinya maka dapat menggunakan 
akad murabahah. Begitupula jika ada anggota/nasabah yang 
mengajukan dana untuk pembiayaan usahanya maka dapat 
menggunakan akad mudharabah atau musyarakah.   
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2. Pihak BMT As’adiyah Sengkang harusnya  lebih komunitaf dan 
transparan dalam memberikan informasi tentang semua jenis akad 
yang akan dilakukan oleh anggota/nasabah sebelum melanjutkan akad. 
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Situasi Kantor Pusat Baitul Mal wa Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang 
 
 
Situasi pelayanan nasabah produk pembiayaan murabahah di Kantor Pusat Baitul 
Mal wa Tamwil (BMT) As’adiyah Sengkang 
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Situasi saat melakukan wawancara kepada salah satu nasabah/anggota 
pembiayaan murabahah BMT As’adiyah Sengkang dengan usaha warung kecil. 
 
 
Situasi saat melakukan wawancara kepada salah satu nasabah/anggota 
pembiayaan murabahah BMT As’adiyah Sengkang dengan usaha penjual kain. 
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Wawancara dengan ibu Asrianti, S.H. sebagai plt manajer operasional BMT 
As’adiyah Sengkang. 
 
 
 
Wawancara dengan salah satu nasabah penabung BMT As’adiyah Sengkang. 
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Situasi wawancara dengan nasabah/anggota pembiayaan sekaligus penabung di 
BMT As’adiyah Sengkang. 
 
Wawancara dengan manajer utama BMT As’adiyah Sengkang di kantor pusat. 
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Daftar Pedoman Pertanyaan Pengelola Wawancara Penelitian 
A. Pengelola BMT As’adiyah Sengkang. 
1. Sejak kapan terbentunya lembaga ini (BMT As’adiyah)? 
2. Apa yang menjadi acuan sehingga BMT masih mampu eksis sampai 
saat ini? 
3. Bagaimana perkembangan BMT setiap tahunnya? 
4. Ada berapa macam produk/kegiatan yang dilakukan oleh BMT 
As’adiyah? 
5. Bagaimana model pengelolaan (penghimpunan, pedistribusian, 
pendayagunaan dan pendampingan) BMT As’adiyah? 
6. Apakah dampak pengelolaan BMT yang dilakukan mampu 
mensejahterakan masyakarat ? 
7. Apa kendala yang dialami dalam pengelolaan BMT ? 
8. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat BMT As’adiyah 
Sengkang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 
9. Bagaimana BMT menghadapi lembaga keuangan lainnya (Bank atau 
lembaga lainnya) ?  
10. Apa harapan BMT kedepannya? 
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Daftar Pertanyaan Anggota BMT As’adiyah Sengkang. 
1. Apakah anda merupakan salah satu anggota BMT As’adiyah 
Sengkang? 
2. Sudah berapa lama anda menjadi anggota BMT As’adiyah Sengkang ? 
3. Apakah yang mendorong anda menjadi anggota di BMT As’adiyah 
Sengkang? 
4. Bantuan apa yang pernah anda terima dari BMT As’adiyah Sengkang? 
5. Apakah bantuan yang diberikan dapat mengembangkan usaha yang 
telah dijalankan hingga saat ini ? 
6. Apakah bantuan tersebut mampu membantu meningkatkan ekonomi 
anda ? 
7. Apakah ada pendampingan dari pihak BMT As’adiyah Sengkang? 
8. Bagaimana menurut Anda terkait cara pengelolaan BMT As’adiyah 
Sengkang? 
9. Apabila ada tawaran tambahan modal dari LKS (Bank) , apakah anda 
berkenan untuk menerimanya? 
10. Adakah saran yang mampu diberikan dalam pengelolaan yang 
dilakukan BMT As’adiyah Sengkang ? 
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Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang MURABAHAH ini adalah sebagai berikut : 
Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari’ah: 
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam. 
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 
disepakati kualifikasinya. 
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, 
dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini 
Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah 
berikut biaya yang diperlukan. 
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, 
pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 
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9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari 
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, 
secara prinsip, menjadi milik bank. 
Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: 
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau 
aset kepada bank. 
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah 
harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah 
disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian 
kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar 
uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank 
harus dibayar dari uang muka tersebut. 
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 
bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 
7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang 
muka, maka: 
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a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 
membayar sisa harga. 
b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal 
sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; 
dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi 
kekurangannya. 
Ketiga : Jaminan dalam Murabahah: 
1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 
pesanannya. 
2. dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. 
Keempat : Utang dalam Murabahah: 
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah 
tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan 
pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang 
tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 
menyelesaikan utangnya kepada bank. 
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia 
tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus 
menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh 
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memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 
diperhitungkan. 
Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah: 
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian utangnya. 
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah 
satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
Keenam : Bangkrut dalam Murabahah: 
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, 
bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau 
berdasarkan kesepakatan. 
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